BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah
dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD
merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja
OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan
rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan
rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi
eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu

rangkaian proses yang berurutan, mencakup:
1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan

2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.
Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai

berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;

2. Analisis gambaran pelayanan OPD;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;

5. Telaahan terhadap rancangan RKPD;

6. Perumusan tujuan dan sasaran;

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

8. Perumusan kegiatan prioritas;

9. Penyajian dokumen rancangan Renja OPD.

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Rancangan Renja OPD, mencakup
bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan

OPD, yang menyangkut aspek :
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Kondisi pelayanan OPD;

Organisasi dan tatalaksana OPD;

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya;

Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra OPD;
Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;

Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan OPD;
Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan OPD;

Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;

Rancangan RKPD tahun rencana;

10. Informasi lain terkait pelayanan OPD.

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja

pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas

kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk

penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan

tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator, antara

lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan

Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Langkah-langkah analisis kinerja pelayanan OPD adalah:

1.

Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan OPD
sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi. Untuk OPD yang telah memiliki SPM
dapat menggunakan indikator kinerja SPM, serta IKK berdasarkan PP Nomor 6 Tahun
2008;

Untuk OPD yang belum memiliki SPM, selain menggunakan IKK, perlu juga
dirumuskan indikator lain yang sesuai untuk mengukur kinerja pelayanan OPD

berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan tersendiri;

Identifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut SPM dan IKK atau hasil

analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;

Identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra OPD untuk

kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;

Hitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi
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1.2

tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun

berjalan;

Berdasarkan kondisi target menurut Renstra OPD dan capaian kinerja tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, hitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk
tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan
menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas

dan fungsi, serta kewenangan OPD;

Berikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta

rumusan proyeksi untuk tahun rencana;

Bila dalam IKK angka standar atau target besarannya tidak tercantum, maka analisis
capaian kinerja selain dibandingkan terhadap target besaran Renstra OPD, juga

dihubungkan dengan indikator yang terkait dengan SPM;

Bila dalam Renstra OPD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan SPM maupun
IKK, maka kondisi pelayanan tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan perlu dipetakan
(dihitung) mengacu pada indikator SPM dan IKK. Sedangkan analisis dan proyeksinya

untuk tahun rencana mengacu pada ketentuan SPM;

Jika OPD yang belum mempunyai SPM dan dokumen Renstra OPD tidak tercantum
indikator maupun target kinerjanya, maka pemetaan kinerja pelayanan mengacu pada
indikator IKK serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD
serta kewenangannya berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007;

Bila besaran tolok ukurnya dalam IKK belum tercantum, maka perlu dilakukan analisis
standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan norma dan standar pelayanan masing-

masing OPD.

Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang — Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang — Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025;

Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



g. Pereaturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

i.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

j.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 — 2028;

l.  Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2014 —2018;

m. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Renja OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran tahunan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, yang diterjemahkan dalam
Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
sesuai rancangan RKPD.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Renja OPD Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah adalah mengarahkan kinerja pelayanan OPD Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah dalam Periode satu tahun.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Renja OPD Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB L.

BAB II.

BAB III.

BABIV.

PENDAHULUAN

Yang Merupakan Gambaran Umum Penyusunan Rancangan Renja OPD.

Yang terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

OPD tahun n (2023) dan perkiraan capaian tahun Tahun 2024, mengacu

pada APBD tahun berjalan, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, isu — isu

penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, serta review terhadap

Rancangan RKPD. Terdiri Dari :

2.1.  Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD.

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu—isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Terdiri dari :

3.1.  Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3.  Program dan Kegiatan

PENUTUP
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EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Tahun 2023.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra terhadap program —

program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang

direncanakan.
PROGRAM :
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah
KEGIATAN :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
6.  Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.  Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9.  Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12.  Pengelolaan Barang Milik Daerah
SUB KEGIATAN
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Penyusunan Dokumen DPA — SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan mebel

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Pembinaan Perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan
lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan

Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah Daerah

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Pembinaan Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah Daerah

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

7.

78.

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan

Penyusunan Standar Harga

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang milik daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

10
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EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023

URUSAN BIDANG INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET RENJA REALISASI TINGKAT = TARGET PROGRAM | REALISASI CAPAIAN TINGKAT
CAPAIAN TARGET PERANGKAT RENJA REALISASI = & KEGIATAN (RENJA PROGRAM & CAPAIAN
PEMERINTAHAN KINERJA PROGRAM KINERJA HASIL DAERAH PERANGKAT (%) PERANGKATDAERAH KEGIATAN S/D REALISASI
DAERAH (RENSTRA PROGRAM & TAHUN n DAERAH TAHUN TAHUN n-1) TAHUN BERJALAN TARGET
PERANGKAT KEGIATAN S/D n (TAHUN n-1) RENSTRA (%)
DAERAH TAHUN TAHUN 2022
2023
5 02 O1 Perencanaan, Jumlah Dokumen = 3 Dokumen
Penganggaran, dan | pgorancaaanyang
Evaluasi .
Kinerja Perangkat ditetapkan
Daerah
Jumlah Dokumen
Penganggaran
yang ditetapkan
Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja
yang ditetapkan
5 02 01 201 01 Penyusunan Jumlah 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen  100% 100% 3 Dokumen 100%
Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
5 02 01 201 | 02 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen 1 Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen | 1Dokumen | 100% 100% 1 Dokumen 100%
Penyusunan RKA-SKPD dan
Dokumen RKA- SKPD | Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

12



5

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

201

201

201

201

201

03

04

05

06

07

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

13

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

100%

100%

100%

100%

100%



02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

201

202

202

202

202

202

07

01

02

03

04

05

Administrasi

Keuangan Perangkat

Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan
Administrasi
pelaksanaan tugas
ASN

Pelaksanaan
penatausahaan dan
pengujian/verifikasi
keuangan SKPD

Koordinasi dan
pelaksanaan
akuntansi SKPD

Koordinasi dan

Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun

SKPD

Persentase
Pengelolaan
Keuangan

yang
Teradiministrasi
Jumlah Orang
yang Menerima
Gaji dan
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen
hasil penyediaan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN

Jumlah dokumen
penatausahaan
dan

pengujian /verifika
si

Jumlah Dokumen
koordinasi dan
pelaksanaan
akuntansi SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

100%

45 Orang

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

45 Orang

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

45 Orang

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

14

45 Orang

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

100% 100% 45 Orang
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen

100% 100% 1 Laporan

100%

100%



02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

202

202

202

203

203

203

203

Pengelolaan dan
penyiapan bahan
tanggapan
pemeriksaan

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Bulanan Triwulanan
dan Semesteran SKPD

Penyusunan
pelaporan dan analisis
prognosis realisasi
anggaran

Administrasi Barang
Milik Daerah

Penyusunan
perencanaan
kebutuhan barang
milik daerah SKPD

Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD

Koordinasi dan
Penilaian Barang Milik
Daerah

Jumlah dokumen
bahan tanggapan
pemeriksaan dan
tindak lanjut
pemeriksaan

Jumlah Laporan
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Bulanan
Triwulanan dan
Semesteran SKPD

Jumlah dokumen
pelaporan dan

analisis prognosis
realisasi anggaran

Jumlah Dokumen
Rencana
kebutuhan
Barang Milik
Daerah

Jumlah Dokumen

Pengamanan
Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah laporan
Penilaian BMD
dan hasil

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen | 1 Dokumen

1 Laporan 1 Laporan

1 Dokumen | 1 Dokumen

1 Dokumen | 1 Dokumen

15

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen



02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

203

203

203

203

205

205

205

04

05

06

o7

01

02

Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian
BarangMilik Daerah
pada SKPD

Rekonsiliasi dan
penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Penatausahaan BMD
pada SKPD

Pemanfaatan BMD
SKPD

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Disiplin

Pegawai

Pengadaan Pakaian
Dinas Dbeserta
Atribut
Kelengkapannya

Koordinasi
Penilaian Barang
Milik Daerah
SKPD

Jumlah Laporan - -

Hasil Pembinaan,

Pengawasan dan

Pengendalian

BarangMilik

Daerah pada

SKPD

Jumlah Laporan - -
Rekonsiliasi dan

penyusunan

Laporan Barang

Milik Daerah pada

SKPD

Jumlah Laporan - -
Penatausahaan

BMD pada SKPD

Jumlah Dokumen - -

hasil Pemanfaatan

BMD SKPD

Persentase 95%
Administrasi
Kepegawaian
yang Terfasilitasi
Jumlah Unit
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Disiplin Pegawai
Jumlah Paket
pengadaan
Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapan

1 Unit 1 Unit

4 Paket 4 Paket

1 Unit

4 Paket

16

1 Unit

4 Paket

100%

100%

100%

100%

4 Paket

100%

100%



02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

205

205

205

205

205

205

205

205

03

04

05

06

o7

08

09

10

Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Pemulangan pegawai
yang pensiun

Pemulangan pegawai
yang meninggal dalam
melaksanakan tugas

Pemindahan Tugas
ASN

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan
Perundang Undangan

Jumlah Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen
hasil Koordinasi
dan Pelaksanaan
Sistem Informasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen
Monitoring,
Evaluasi dan
Penilaian Kinerja
Pegawai

Jumlah Pegawai
Pensiun yang
dipulangkan

Jumlah laporan
hasil Pemulangan
pegawai yang
meninggal dalam
melaksanakan
tugas

Jumlah ASN yang
dipindahtugaskan

Jumlah pegawai
berdasarkan tugas
dan fungsi yang
mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah orang
yang mengikuti
Sosialisasi
Peraturan
Perundang
Undangan

200 Orang

17

100%



02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

205

206

206

206

206

206

206

11

01

02

03

05

06

Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan bahan
bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan

Jumlah orang
yang menikuti
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

Persentase 100%
Administrasi
Umum yang

Terfasilitasi
Jumlah

paket

Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor

200 Orang 200 Orang

1 Paket 1 Paket

Jumlah paket
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

1 Paket 1 Paket

Jumlah paket
Peralatan Rumah
Tangga

1 Paket 1 Paket

Jumlah paket
Barang Cetakan
dan Penggandaan

1 Paket 1 Paket

Jumlah dokumen
bahan bacaan dan
Peraturan
Perundang
Undangan

200 Orang

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

18

200 Orang

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

200 Orang

2 Paket

4 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

100%

100%

100%

100%



02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

o1

01

206

206

206

206

206

207

207

07

08

09

10

11

01

Penyediaan
Bahan/Material

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan

Konsultasi SKPD

Penatausahaan arsip
dinamis pada SKPD

Dukungan
pelaksanaan system
pemerintahan berbasis
elektronik pada SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Jumlah Paket
Bahan / material
yang disediakan

Jumlah Laporan
Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah

Laporan
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan
arsip dinamis
pada SKPD

Jumlah Dokumen
Dukungan
pelaksanaan
system
pemerintahan
berbasis
elektronik pada
SKPD

Persentase
Ketersediaan
Barang Milik
Daerah sesuai

RKBMD

Jumlah Unit
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
yang Disediakan

1 Laporan 1 Laporan
1 Laporan 1 Laporan
90%

1 Laporan

1 Laporan

19



02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

207

207

207

207

207

207

207

207

207

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan

Pengadaan Alat Besar

Pengadaan Alat
Angkutan Darat tak
Bermotor

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Pengadaan Aset tetap
lainnya

Pengadaan Aset tak
Berwujud

Pengadaan Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Unit
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
disediakan
Jumlah Unit Alat
Besar yang
disediakan
Jumlah Unit Alat
Angkutan Darat
tak Bermotor yang
disediakan
Jumlah paket
mebel yang
disediakan
Jumlah Unit
Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang disediakan
Jumlah Unit Aset
tetap lainnya
yang disediakan
Jumlah Unit Aset
tak Berwujud
yang disediakan
Jumlah Unit
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
disediakan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

20

1 Laporan

1 Laporan

100% 100%

100% 100%

30 Unit

50 Unit

100%

100%



02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

207

208

208

208

208

208

11

01

02

03

04

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Penyediaan Jasa
Penunjang

Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Jumlah Unit
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Persentase
Ketersediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Daerah
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa  Surat
Menyurat

100%

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan

Umum Kantor
yang Disediakan

1 Laporan

1 Laporan

12 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

12 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

12 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

21

1 Laporan

12 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

100%

100%

100%



02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

209

209

209

209

209

01

02

03

04

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Penyediaan jasa
pemeliharaan, Biaya
pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan , Biaya
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat
Angkutan Darat tak
Bermotor

Persentase 100%

Barang Milik
Daerah yang
Terpelihara
sesuai RKPBMD

Jumlah
kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
yang dipelihara
dan dibayarkan
pajaknya
Jumlah
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
dipelihara dan
dibayarkan
pajaknya

6 Kendaraan

Jumlah Alat Besar
yang dipelihara
dan dibayarkan
pajaknya

Jumlah Alat
Angkutan Darat
tak Bermotor dan
dibayarkan
pajaknya

6
Kendaraan

6
Kendaraan

22

6
Kendaraan

100%

100%

6 Kendaraan

100%



02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

209

209

209

209

209

209

209

05

06

07

08

09

10

11

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Pemeliharaan Aset
tetap Lainnya

Pemeliharaan Aset tak
berwujud

Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya

Pemeliharaan /
Rehabilitasi sarana
dan prasarana gedung
kantor dan atau
bangunan lainnya

Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan

Lainnya

Jumlah Unit 10 Unit 10 Unit
Mebel yang
dipelihara

Jumlah Unit 20 Unit 20 Unit
Peralatan dan

Mesin lainnya

yang dipelihara

Jumlah Unit Aset - -

tetap Lainnya
yang dipelihara

Jumlah Unit Aset
tak berwujud
yang dipelahara

Jumlah Gedung -
Kantor dan

Bangunan Lainnya
yang dipelahara /
direhabilitasi
Jumlah Sarana

dan prasarana
gedung kantor
dan atau

bangunan lainnya
yang dipelahara /
direhabilitasi
Jumlah laporan
pemeliharaan /
rehabi;itasi
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

1 Laporan 1 Laporan

10 Unit

20 Unit

1 Laporan

23

10 Unit

20 Unit

1 Laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10 Unit

20 Unit

1 Laporan

100%

100%

100%



02

02
02

02

02

02

02

02

01

02

02

02

02

02

02

209

201

201

201

201

201

12

01

02

03

04

Pemeliharaan/Rehabili
tasi Tanah

KEUANGAN

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan
Penyusunan Rencana
Anggaran

Daerah

Koordinasi dan
Penyusunan KUA dan
PPAS

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi RKA-
SKPD

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi

Perubahan RKA-SKPD

Luas Tanah yang
dilakukan
Pemeliharaan/Reh
abilitasi

Tingkat
Kepatuhan
Terhadap
Kebijakan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tinggi

Persentase
meningkatnya
pengendalian
dan perencanaan

keuangan Daerah

Jumlah Dokumen
KUA dan PPAS
yang Disusun

Jumlah

Dokumen
Perubahan KUA
dan

Perubahan PPAS
yang Disusun

Jumlah laporan
koordinasi
penyusunan dan
verifikasi RKA-
SKPD

Jumlah laporan
koordinasi
penyusunan dan
verifikasi

100%
100%
2 Dokumen 2 Dokumen
2 Dokumen 2 Dokumen
60 Dokumen 60
Dokumen
60 Dokumen 60
Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

60
Dokumen

60
Dokumen

24

2 Dokumen

2 Dokumen

60
Dokumen

60
Dokumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 Dokumen

2 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

100%

100%

100%

100%



2 2
2 2
02 02
02 | 02
02 02

201

201

201

201

201

05

06

07

08

09

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD

Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD

Koordinasi dan
Penyusunan
Regulasi serta
Kebijakan Bidang
Anggaran

Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Jumlah
laporan koordinasi
penyusunan dan

verifikasi DPA —
SKPD

Jumlah laporan
koordinasi
penyusunan dan
verifikasi

Perubahan DPA —

SKPD

Jumlah Dokumen
Peraturan Daerah
tentang APBD
dan

Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD

Jumlah Dokumen
Peraturan Daerah
tentang
Perubahan APBD
dan Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
Perubahan APBD

Jumlah
Dokumen
Regulasi serta
Kebijakan
Bidang Anggaran

60 Dokumen

60 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

60
Dokumen

60
Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

60
Dokumen

60
Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

25

60
Dokumen

60
Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60 Dokumen

60 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

100%

100%

100%



02 | 02
02 02
02 | 02
2 2
02 02
02 02
02 | 02

201

201

201

201

202

202

202

10

11

12

13

01

02

Koordinasi
Perencanaan Anggaran
Pendapatan

Koordinasi
Perencanaan
Anggaran  Belanja
Daerah

Koordinasi
Perencanaan Anggaran
Pembiayaan

Pembinaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

Koordinasi dan
Pengelolaan Kas
Daerah

Pengelolan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Pendapatan
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Perencanaan
Anggaran Belanja
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Pembiayaan
Jumlah orang
yang mengikuti
Pembinaan
Penganggaran
Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Persentase
meningkatnya
pengelolaan
Belanja Daerah
Jumlah

Laporan Hasil
Koordinasi dan

Pengelolaan Kas
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Pengelolan
Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

120 Orang

100%

1 Laporan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

120 Orang

1 Laporan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

120 Orang

1 Laporan

26

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

120 Orang

1 Laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

120 Orang

1 Laporan

100%

100%

100%

100%

100%



S 02 02 202 03

S 02|02 202 | 04

5 02 02 202 | 05

5 2 2 | 202

06

Penyiapan,
Pelaksanaan
Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD

Penatausahaan
Pembiayaan Daerah

Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya

Koordinasi,
Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan Transaksi
Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank

Jumlah
Dokumen Hasil
Pengendalian

dan Penerbitan
Anggaran Kas dan
SPD

Jumlah Dokumen
Hasil
Penatausahaan
Pembiayaan
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Fasilitasi,
Asistensi,
Sinkronisasi,
Supervisi,
Monitoring, dan
Evaluasi
Pengelolaan

Dana
Perimbangan

dan Dana Transfer
Lainnya

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Pelaksanaan Kerja
Sama dan
Pemantauan
Transaksi Non
Tunai dengan
Lembaga
Keuangan Bank
dan Lembaga
Keuangan Bukan
Bank

1000
Dokumen

1 Dokumen

12 Dokumen

1000
Dokumen

1 Dokumen

12
Dokumen

1000
Dokumen

1 Dokumen

12
Dokumen

27

1000
Dokumen

1 Dokumen

12
Dokumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1000
Dokumen

1 Dokumen

12 Dokumen

100%

100%



S 02 02 202 | 07

S 02|02 202 |08

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Koordinasi
Pelaksanaan Piutang
dan Utang Daerah
yang timbul akibat
pengelolaan kas,
pelaksanaan analisis
pembiayaan dan
penempatan uang
daerah sebagai
optimalisasi kas

Jumlah Laporan
Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pem
otongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) dan
Laporan Hasil
Koordinasi dalam
rangka
Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pem
otongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Jumlah Dokumen
hasil Koordinasi
Pelaksanaan
Piutang dan Utang
Daerah yang
timbul akibat
pengelolaan kas,
pelaksanaan
analisis
pembiayaan dan
penempatan uang
daerah sebagai
optimalisasi kas

1 Laporan

1 Dokumen

1 Laporan

1 Dokumen

1 Laporan

1 Dokumen

28

1 Laporan

1 Dokumen

100%

100%

1 Laporan

1 Dokumen

100%



S 02 02 202 09

§ 0202 202 | 10

S 0202 202 11

S5 02|02 203

Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi
Terkait

Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi
Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Rekonsiliasi
Data Penerimaan
dan Pengeluaran
Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas
SP2D dengan
Instansi Terkait

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah Petunjuk
Teknis
Administrasi
Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
serta
Penatausahaan
dan
Pertanggungjawab
an Sub Kegiatan

1 Juknis 1 Juknis

Jumlah orang
yang Mengikuti
Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota

120 Orang 120 Orang

Persentase 100%
meningkatnya

Kualitas Laporan

Keuangan Daerah

1 Dokumen

1 Juknis

120 Orang
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1 Dokumen

1 Juknis

120 Orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Dokumen

1 Juknis

120 Orang

100%

100%

100%



S 0202 203 | 01

S5 02|02 203 | 02

S 02 02 203 03

S 02 02 203 04

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daerah

Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan
Pendapatan-LO dan
Beban

Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan

APBD Bulanan,
Triwulanan dan
Semesteran

Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Koordinasi
dan Pelaksanaan
Akuntansi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Rekonsiliasi
dan Verifikasi
Aset, Kewajiban,
Ekuitas,
Pendapatan,
Belanja,
Pembiayaan
Pendapatan-LO
dan Beban
Jumlah

Laporan
Pertanggungjawab
an

Pelaksanaan
APBD Bulanan,
Triwulanan dan
Semesteran

Jumlah Laporan
Keuangan SKPD,
BLUD dan
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah yang
Terkonsolidasi

19 Laporan

60 Laporan

19 Laporan | 19 Laporan @ 19 Laporan

60 Laporan | 60 Laporan | 60 Laporan
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100%

100%

100%

100%

1 Laporan

1 Dokumen

19 Laporan

60 Laporan

100%

100%



S 02 02 203 05

S 02 02 203 07

Koordinasi dan
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Penyusunan
Tanggapan/Tindak
Lanjut terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian
Daerah

Jumlah Dokumen
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota
dan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah
Dokumen
Tanggapan/Tinda
k Lanjut
Terhadap
BPK atas
Laporan
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD

LHP

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Penyelesaian
Tuntutan
Perbendaharaan
dan Tuntutan
Kerugian Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen ' 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen



02 | 02
2 2
02 | 02
2 2
2 2

203

203

203

203

203

08

09

10

11

12

Penyusunan Analisis
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Penyusunan Kebijakan
dan Panduan Teknis
Operasional
Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah
Daerah

Penyusunan Sistem
dan Prosedur
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan BLUD
Kabupaten / Kota

Jumlah Dokumen
Hasil Analisis
Laporan
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD

Jumlah 1 Kebijakan
Kebijakan dan

Panduan  Teknis
Operasional
Penyelenggaraan
Akuntansi
Pemerintah
Daerah

Jumlah Sistem 1 Sisdur
dan Prosedur

Akuntansi dan

Pelaporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Jumlah orang 160 Orang
yang mengikuti

Pembinaan

Akuntansi,

Pelaporan dan

Pertanggungjawab

an Pemerintah

Kabupaten/Kota

Kabupaten / Kota

yang dibina

1 Kebijakan 1 Kebijakan

1 Sisdur 1 Sisdur

160 Orang 160 Orang

1Lembaga | 1Llembaga
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1 Kebijakan

1 Sisdur

160 Orang

1 Lembaga

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Kebijakan

1 Sisdur

160 Orang

1 Lembaga

100%

100%

100%



02

02

02

02

02

02

02

02

203

204

204

204

204

13

01

02

03

Koordinasi dan
Penyusunan Statistik
Keuangan Pemerintah
Daerah

Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pengelolaan Dana
Cadangan Pemerintah
Daerah

Analisis Investasi
Pemerintah Daerah

Analisis Perencanaan
dan Pelaksanaan
Penerimaan Pinjaman
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan
Statistik
Keuangan
Pemerintah
Kabupaten / Kota

Persentase
Urusan
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
yang terpenuhi
Jumlah Dokumen

Hasil Pengelolaan
Dana Cadangan
Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan

Hasil Analisis
Investasi
Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan

Hasil Analisis
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Penerimaan
Pinjaman
Pemerintah
Daerah

100%
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S 02 02 204 04

S 02 02 204 | 05

S 02|02 204 | 06

S 02 02 204 07

5 02|02 204 08

Analisis

Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan
Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah
Daerah

Analisis Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pemberian Pinjaman
Daerah

Analisis Perencanaan
dan Pelaksanaan
Penerimaan Kembali
Pinjaman Daerah

Penyusunan Kebijakan
dan Alokasi Subsidi

Analisis Perencanaan
dan Penyaluran
Bantuan

Keuangan

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembayaran
Cicilan Pokok
dan Bunga
Pinjaman
Pemerintah
Daerah

1 Laporan

Jumlah Laporan -
Hasil Analisis

Perencanaan dan
Pelaksanaan

Pemberian

Pinjaman

Pemerintah

Daerah

Jumlah Laporan -
Hasil Analisis

Perencanaan dan
Pelaksanaan

Penerimaan

Kembali Pinjaman

Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Penyusunan
Kebijakan dan
Alokasi Subsidi

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan dan
Penyaluran
Bantuan
Keuangan

1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
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100%

100%

100%

100%

1 Laporan

1 Laporan

100%

100%



02 02
02 | 02
2 2
2 2
2 2
2 2
02 03

204

204

205

205

205

205

09

10

01

02

03

Pengelolaan Dana
Darurat dan Mendesak

Pengelolaan Dana bagi
Hasil Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup
Keuangan Daerah
Inventarisasi dan
Analisis Data Bidang
Keuangan Daerah

Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Bidang
Keuangan Daerah
Pembinaan Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Bidang
Keuangan Daerah
bPemerintah

Kabupaten / Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan
Dana Darurat
dan Mendesak

Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan
Dana bagi

Hasil
Kabupaten/Kota

Pengelolaan SIPD

Jumlah Dokumen
Hasil Inventarisasi
dan Analisis Data

Bidang Keuangan

Daerah

Jumlah
Dokumen Hasil
Implementasi

dan Pemeliharaan
Sistem Informasi
Pemerintah

Jumlah Rencana
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah

Tingkat
Kepatuhan
Terhadap
Kebijakan

1 Laporan

1 Laporan

100%

100%

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
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100%

100%

100%

100%

1 Laporan

1 Laporan

1 Dokumen

100%

100%

100%



S 02| 03 201

5§ 02 03 201

5 02|03 201

§ 02 03 201

5§ 02|03 201

01

02

03

04

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Penyusunan Standar
Harga

Penyusunan Standar
Barang Milik Daerah
dan Standar
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Barang
Milik

Daerah

Pengelolaan Aset
Daerah Tinggi

Persentase
Pengelolaan BMD

sesuai aturan
Jumlah Dokumen
Standar Harga
yang Disusun

Jumlah
Dokumen Standar
Barang Milik
Daerah dan
Standar
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah

Jumlah
Dokumen
Rencana
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah

Jumlah Dokumen
Kebijakan
Pengelolaan
Barang Milik

Daerah

100%

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen
2 Dokumen | 2 Dokumen
1 Dokumen = 1 Dokumen
1 Dokumen | 1 Dokumen

36

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

100%

100%



02 03 201
2 3 | 201
02 | 03 201
02 | 03 | 201
02 03 201

05

o7

08

09

Penatausahaan Barang
Milik Daerah

Inventarisasi Barang
Milik Daerah

Pengamanan Barang
Milik Daerah

Penilaian Barang Milik
Daerah

Pengawasan dan
Pengendalian
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan

1 Laporan 1 Laporan

Penatausahaan
Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan

1 Laporan 1 Laporan

Hasil Inventarisasi
(LHI) Barang milik
daerah

Jumlah Laporan

1 Laporan 1 Laporan

Hasil Pengamanan
Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan

1 Laporan 1 Laporan

Hasil Penilaian
Barang Milik
Daerah dan Hasil
Koordinasi
Penilaian Barang
Milik Daerah
Jumlah

Laporan Hasil
Pengawasan

dan Pengendalian
Pengelolaan

Barang Milik
Daerah

1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

37

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

100%

100%

100%

100%



02

02

02

02

03

03

03

03

201

201

201

201

10

11

12

13

Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam
rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik
Daerah

Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

Pembinaan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan
Hasil Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtangana
n, Pemusnahan,
dan Penghapusan
Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Rekonsiliasi
dalam rangka
Penyusunan
Laporan Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan
Barang Milik
Daerah yang
Disusun

Jumlah Orang
Yang Mengikuti
Pembinaan
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

1 Laporan

4 Laporan

1 Laporan

120 Orang

1 Laporan

4 Laporan

1 Laporan

120 Orang

1 Laporan

4 Laporan

1 Laporan

120 Orang
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1 Laporan 100% 100%

4 Laporan 100% 100%

1 Laporan 100% 100%

120 Orang 100% 100%
Tondano,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA

C o

1 Laporan

4 Laporan

1 Laporan

120 Orang

2024

JOICE MARHAEN§IE PUA, SE
PEMBINA TKT.I, IV/b
NIP. 196601201986112001

100%

100%

100%

100%



2.3.

Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara.
BPKAD Kabupaten Minahasa memandang cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat
dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah
dirumuskan dengan mendasarkan diri pada renstra Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026,
sedangkan kebijakan dalam konteks BPKAD dirumuskan dalam bentuk Renstra BPKAD.

Adapun strategi BPKAD Kabupaten Minahasa untuk mencapai tujuan dan sasaran

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset berbasis
IT;
2. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, pengelolaan dan informasi keuangan

daerah dan pengelolaan aset dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;

3. Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel
yang berorientasi kepada anggaran kinerja;

4. Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset;

5. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD;

6. Pengaturan pengelolaan keuangan dan aset yang efisien, efektif dan akuntabel;

7. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis IT yang
efisien dan efektif;

8. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset;

9. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Minahasa;

10.  Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan
dan aset daerah;

Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah dan pihak ketiga serta
Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Minahasa telah ditetapkan rencana yang menyeluruh dan terpadu

mengenai upaya—upaya organisasi yang meliputi penetapan langkah-langkah kegiatan

39



dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi
guna memberikan kesatuan pandang dalam pelaksanaannya.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa secara eksplisit
menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang

cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.4. Review TerhadapRancangan RKPD Tahun 2025
Hasil review terhadap rancangan RKPD tahun 2025 yang dilakukan
melalui proses membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan
temuan — temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan

dengan rancangan RKPD, diuraikan dalam tabel.
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URUSAN / BIDANG  LOKAS
URUSAN |
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PROGRAM
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN
2

KEUANGAN BPKAD

URUSAN BIDANG BPKAD
PEMERINTAHAN
DAERAH

Perencanaan, BPKAD
Penganggaran,

dan Evaluasi

Kinerja Perangkat

Daerah

RANCANGAN RKPD

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM,
KEGIATAN, SUB
KEGIATAN

Nilai SAKIP

Jumlah
Dokumen
Perencaaan
yang ditetapkan
Jumlah
Dokumen
Penganggaran
yang ditetapkan
Jumlah
Dokumen

TARGET

CAPAIAN

8 Dokumen

PAGU

INDIKATIF

5

294.854.319.
001

18.268.257.1
20

150,700,000

URUSAN / BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN
PROGRAM

KEGIATAN / SUB

KEGIATAN
6

KEUANGAN

URUSAN BIDANG
PEMERINTAHAN

DAERAH

Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi

Kinerja Perangkat

Daerah

41

LOKASI

BPKAD

BPKAD

BPKAD

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM,
KEGIATAN, SUB
KEGIATAN

Nilai SAKIP

Jumlah
Dokumen
Perencaaan
yang
ditetapkan
Jumlah
Dokumen
Penganggaran
yang
ditetapkan

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA
9 10
303.862.089.7
31
19.896.432.12
0
8 Dokumen 150,700,000

CATATAN

PENTING



Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan

Dokumen Perubahan

RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Evaluasi Kinerja
yang ditetapkan

Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
Jumlah
Dokumen RKA-
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

Jumlah
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah
Dokumen DPA-
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD

Jumlah
Dokumen
Perubahan DPA-

SKPD dan
Laporan Hasil

3 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

14,900,000

15,018,000

15,018,000

7,924,000

5,000,000

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah
Dokumen
Evaluasi Kinerja
yang
ditetapkan
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
Jumlah
Dokumen RKA-
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

Jumlah
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah
Dokumen DPA-
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD

Jumlah
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD dan
Laporan Hasil

3 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

14,900,000

15,018,000

15,018,000

7,924,000

5,000,000



Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan
Administrasi
pelaksanaan tugas
ASN

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat

Daerah

Persentase
Pengelolaan
Keuangan

yang
Teradiministras
i

Jumlah orang
yang menerima
Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah
Dokumen hasil
penyediaan
administrasi
pelaksanaan
tugas ASN

1 Laporan
5,000,000
100% 13,848,940,120
45 Orang 13,752,940,120
1 Dokumen 2

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

BPKAD

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

BPKAD

BPKAD

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen
hasil penyediaan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN

BPKAD

43

BPKAD

Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

Jumlah
Laporan
Evaluasi

Kinerja
Perangkat
Daerah

Persentase
Pengelolaan
Keuangan

yang
Teradiministra
Si

Jumlah orang
yang menerima
Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah
Dokumen hasil
penyediaan
administrasi
pelaksanaan
tugas ASN

1 Laporan

1 Laporan

100%

45 Orang

1 Dokumen

5,000,000

87,840,000

13,868,940,120

13,752,940,120



Pelaksanaan
penatausahaan dan
pengujian /verifikasi
keuangan SKPD

Koordinasi dan
pelaksanaan
akuntansi SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Bulanan Triwulanan
dan Semesteran
SKPD

Penyusunan
pelaporan dan
analisis prognosis
realisasi anggaran

Administrasi Barang
Milik Daerah

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah dokumen
penatausahaan
dan
pengujian/verifik
asi

1 Dokumen

Jumlah
Dokumen
koordinasi dan
pelaksanaan
akuntansi SKPD

1 Dokumen

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Bulanan
Triwulanan dan
Semesteran
SKPD

1 Laporan

1 Laporan

Jumlah dokumen
pelaporan dan
analisis

prognosis
realisasi
anggaran

1 Dokumen

48,000,000

48,000,000

Jumlah dokumen
penatausahaan dan
pengujian/verifikasi

BPKAD

Jumlah Dokumen
koordinasi dan
pelaksanaan
akuntansi SKPD

BPKAD

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

BPKAD

Koordinasi dan BPKAD
Penyusunan

Laporan Bulanan

Triwulanan dan

Semesteran SKPD

Penyusunan BPKAD
pelaporan dan
analisis prognosis

realisasi anggaran

Administrasi
Barang Milik
Daerah
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Jumlah
dokumen
penatausahaan
dan

pengujian /verifi
kasi

Jumlah
Dokumen
koordinasi dan
pelaksanaan
akuntansi SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Bulanan
Triwulanan dan
Semesteran
SKPD

Jumlah
dokumen
pelaporan dan
analisis
prognosis
realisasi
anggaran

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

1 Dokumen

60,000,000

13,486,500



Penyusunan
perencanaan
kebutuhan barang
milik daerah SKPD

Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD

Koordinasi dan
Penilaian Barang
Milik Daerah

Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian
BarangMilik Daerah
pada SKPD

Rekonsiliasi dan
penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Penatausahaan BMD
pada SKPD

Pemanfaatan BMD
SKPD

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah
Dokumen
Rencana
kebutuhan
Barang Milik
Daerah

Jumlah
Dokumen
Pengamanan
Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah laporan
Penilaian BMD
dan hasil
Koordinasi
Penilaian Barang
Milik Daerah
SKPD

Jumlah Laporan
Hasil Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian
BarangMilik
Daerah pada
SKPD

Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan
penyusunan
Laporan Barang
Milik Daerah
pada SKPD
Jumlah Laporan
Penatausahaan
BMD pada SKPD

Jumlah

Dokumen hasil

Pemanfaatan
BMD SKPD

Persentase
Administrasi

100%

951,280,000

Penyusunan
perencanaan
kebutuhan barang
milik daerah SKPD

Pengamanan
Barang Milik
Daerah SKPD

Koordinasi dan
Penilaian Barang
Milik Daerah

Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian
BarangMilik Daerah
pada SKPD

Rekonsiliasi dan
penyusunan
Laporan Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Penatausahaan
BMD pada SKPD

Pemanfaatan BMD
SKPD

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah
Dokumen
Rencana
kebutuhan
Barang Milik
Daerah

Jumlah
Dokumen
Pengamanan
Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah laporan
Penilaian BMD
dan hasil
Koordinasi
Penilaian
Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah Laporan
Hasil
Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian
BarangMilik
Daerah pada
SKPD

Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan
penyusunan
Laporan Barang
Milik Daerah
pada SKPD
Jumlah Laporan

Penatausahaan
BMD pada SKPD

Jumlah

Dokumen hasil

Pemanfaatan
BMD SKPD

Persentase
Administrasi

100% 1.080.000.000



Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Disiplin

Pegawai

Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
Atribut
Kelengkapannya

Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi
Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Pemulangan pegawai
yang pensiun

Pemulangan pegawai
yang meninggal
dalam melaksanakan
tugas

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Kepegawaian
yang Terfasilitasi

Jumlah Unit
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Disiplin Pegawai
Jumlah Paket
Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapan

Jumlah
Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah
Dokumen hasil
Koordinasi dan
Pelaksanaan
Sistem Informasi
Kepegawaian
Jumlah
Dokumen
Monitoring,
Evaluasi dan
Penilaian Kinerja
Pegawai
Jumlah Pegawai
Pensiun yang
dipulangkan

Jumlah laporan
hasil Pemulangan
pegawai yang
meninggal dalam
melaksanakan
tugas

1 Unit 0

4 Paket 201,280,000

1 Dokumen 0

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Disiplin
Pegawai

Pengadaan

Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi
Kepegawaian

Monitoring,
Evaluasi dan
Penilaian Kinerja
Pegawai

Pemulangan
pegawai yang
pensiun

Pemulangan
pegawai yang
meninggal dalam
melaksanakan
tugas
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Kepegawaian

yang
Terfasilitasi

Jumlah Unit
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Disiplin Pegawai
Jumlah Paket
Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapan

Jumlah
Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah
Dokumen hasil
Koordinasi dan
Pelaksanaan
Sistem Informasi
Kepegawaian
Jumlah
Dokumen
Monitoring,
Evaluasi dan
Penilaian
Kinerja Pegawai
Jumlah Pegawai
Pensiun yang
dipulangkan

Jumlah laporan
hasil
Pemulangan
pegawai yang
meninggal
dalam
melaksanakan
tugas

1 Unit 0

4 Paket 280.000.000

1 Dokumen 0



Pemindahan Tugas
ASN

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan
Perundang Undangan

Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah ASN

yang
dipindahtugaska
n

Jumlah pegawai
berdasarkan
tugas dan fungsi
yang mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah orang -
yang mengikuti
Sosialisasi
Peraturan
Perundang
Undangan
Jumlah orang
yang menikuti
Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

Persentase
Administrasi
Umum yang
Terfasilitasi

Jumlah Paket
penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an Bangunan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

5 Orang

200 Orang

100%

2 Paket

4 Paket

750,000,000

1,426,545,000

15,000,000

412,000,000

Pemindahan Tugas
ASN

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Sosialisasi
Peraturan

Perundang
Undangan

Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah ASN

yang
dipindahtugaska
n

Jumlah pegawai
berdasarkan
tugas dan fungsi
yang mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah orang
yang mengikuti
Sosialisasi
Peraturan
Perundang
Undangan
Jumlah orang
yang menikuti
Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

Persentase
Administrasi
Umum yang
Terfasilitasi

Jumlah Paket
penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

200 Orang

100%

2 Paket

4 Paket

5 Orang

800.000.000

1.620.000.000

15,000,000

500,000,000



Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan bahan
bacaan dan
Peraturan Perundang
Undangan

Penyediaan
Bahan/Material

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan

Konsultasi SKPD

Penatausahaan arsip
dinamis pada SKPD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah Paket
penyediaan
Peralatan

Rumah Tangga
yang

Disediakan
Jumlah Paket
penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan

Jumlah Paket
bahan bacaan
dan Peraturan
Perundang
Undangan
Jumlah Paket
Bahan / material
yang disediakan

Jumlah Laporan
Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah

Laporan
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
arsip dinamis
pada SKPD

1 Paket

1 Paket

1 Laporan

2 Laporan

17,500,000

50,000,000

140,000,000

850,000,000

Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan bahan
bacaan dan
Peraturan
Perundang
Undangan
Penyediaan
Bahan/Material

Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan

Konsultasi SKPD

Penatausahaan
arsip dinamis pada
SKPD
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Kantor yang
Disediakan

Jumlah Paket
penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
yang
Disediakan
Jumlah Paket
penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Jumlah Paket
bahan bacaan
dan Peraturan
Perundang
Undangan
Jumlah Paket
Bahan /
material yang
disediakan
Jumlah Laporan
Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

Jumlah
Laporan
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD

Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
arsip dinamis
pada SKPD

1 Paket

1 Paket

1 Laporan

2laporan

25.000,000

50,000,000

180,000,000

850,000,000



Dukungan
pelaksanaan system
pemerintahan
berbasis elektronik
pada SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Pengadaan Alat
Besar
Pengadaan Alat

Angkutan Darat tak
Bermotor

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah
Dokumen
Dukungan
pelaksanaan
system
pemerintahan
berbasis
elektronik pada
SKPD
Persentase
Ketersediaan
Barang Milik
Daerah sesuai

RKBMD

Jumlah Unit
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang
Disediakan
Jumlah Unit
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
disediakan

Jumlah Unit Alat
Besar yang
disediakan
Jumlah Unit Alat
Angkutan Darat
tak Bermotor
yang disediakan

Jumlah laporan
pengadaan Paket
Mebel

Jumlah laporan
pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

90% 510,000,000

30 Unit 40,000,000

50 Unit 330,000,000

Dukungan
pelaksanaan system
pemerintahan
berbasis elektronik
pada SKPD

Pengadaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Pengadaan Alat
Besar
Pengadaan Alat

Angkutan Darat tak
Bermotor

Pengadaan Mebel

Pengadaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

49

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah -
Dokumen

Dukungan

pelaksanaan

system

pemerintahan

berbasis

elektronik pada

SKPD

Persentase 90%
Ketersediaan

Barang Milik

Daerah sesuai

RKBMD

Jumlah Unit -

Kendaraan

Perorangan

Dinas atau

Kendaraan

Dinas Jabatan

yang Disediakan

Jumlah Unit -

Kendaraan

Dinas

Operasional

atau Lapangan

yang disediakan

Jumlah Unit -

Alat Besar yang

disediakan

Jumlah Unit -

Alat Angkutan

Darat tak

Bermotor yang

disediakan

Jumlah laporan
pengadaan
Paket Mebel

30 Unit

Jumlah laporan 50 Unit
pengadaan
Peralatan dan

Mesin Lainnya

1.621.000.000

150.000.000

1.471.000.000



Pengadaan Aset
tetap lainnya

Pengadaan Aset tak
Berwujud

Pengadaan Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Penyediaan

Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah Unit
Aset tetap
lainnya yang
disediakan
Jumlah Unit
Aset tak
Berwujud yang
disediakan
Jumlah Unit
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Persentase
Ketersediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa  Surat
Menyurat

100% 1,013,792,000

1 Laporan 18,000,000

Pengadaan Aset
tetap lainnya

Pengadaan Aset tak
Berwujud

Pengadaan Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Persentase
Ketersediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah Unit
Aset tetap
lainnya yang
disediakan
Jumlah Unit
Aset tak
Berwujud yang
disediakan
Jumlah Unit
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
disediakan
Jumlah Unit
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Persentase
Ketersediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa  Surat
Menyurat

100% 1.035.792.000

1 Laporan 30,000,000



Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan

Jasa Pelayanan
Umum Kantor
yang Disediakan

Persentase
Barang Milik
Daerah yang
Terpelihara
sesuai
RKPBMD

Jumlah Laporan
penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

6 Unit

330,792,000

25.000.000

640.000.000

370,000,000

225,000,000

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah

Laporan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah

Laporan
Penyediaan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor
yang Disediakan

Persentase
Barang Milik
Daerah yang
Terpelihara
sesuai
RKPBMD

Jumlah Laporan
penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

6 Unit

330,792,000

35.000.000

640.000.000

520.000.000

225,000,000



Penyediaan jasa
pemeliharaan, Biaya
pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan , Biaya
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat
Angkutan Darat tak
Bermotor

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Pemeliharaan Aset
tetap Lainnya

Pemeliharaan Aset
tak berwujud

Pemeliharaan/Rehab
ilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
dipelihara dan
dibayarkan
pajaknya

Jumlah Alat
Besar yang
dipelihara dan
dibayarkan
pajaknya

Jumlah Alat
Angkutan Darat
tak Bermotor dan
dibayarkan
pajaknya

Jumlah Mebel
yang dipelihara

Jumlah

Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang dipelihara

Jumlah Unit
Aset tetap
Lainnya yang
dipelihara

Jumlah Unit Aset
tak berwujud
yang dipelahara

Jumlah
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
dipelihara

5 Unit

30 Unit

1 Unit

20.000.000

25,000,000

Penyediaan jasa
pemeliharaan, Biaya
pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan ,
Biaya Pemeliharaan
dan Perizinan Alat
Besar

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat
Angkutan Darat tak
Bermotor

Pemeliharaan
Mebel

Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Pemeliharaan Aset
tetap Lainnya

Pemeliharaan Aset
tak berwujud

Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan
yang dipelihara
dan dibayarkan
pajaknya
Jumlah Alat
Besar yang
dipelihara dan
dibayarkan
pajaknya

Jumlah Alat
Angkutan Darat
tak Bermotor
dan dibayarkan
pajaknya

Jumlah Mebel
yang dipelihara

Jumlah

Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang dipelihara

Jumlah Unit
Aset tetap
Lainnya yang
dipelihara

Jumlah Unit
Aset tak
berwujud yang
dipelahara

Jumlah
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
dipelihara
Gedung Kantor

5 Unit

30 Unit

1 Unit

20.000.000

25,000,000

300.000.000



Pemeliharaan /
Rehabilitasi sarana
dan prasarana
gedung kantor dan
atau bangunan
lainnya

Pemeliharaan/Rehabi
litasi Sarana dan
Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau
Bangunan

Lainnya

Pemeliharaan/Rehabi
litasi Tanah

KEUANGAN

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah Sarana
dan prasarana
gedung kantor
dan atau
bangunan
lainnya yang
dipelahara /
direhabilitasi
Jumlah laporan
pemeliharaan /
rehabij;itasi
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

Luas Tanah yang
dilakukan
Pemeliharaan/Re
habilitasi

Tingkat
Kepatuhan
Terhadap
Kebijakan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah Tinggi

100%

281,005,400,000

atau Bangunan
Lainnya

Pemeliharaan / BPKAD

Rehabilitasi sarana
dan prasarana
gedung kantor dan
atau bangunan
lainnya

Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

BPKAD

Pemeliharaan/Reha
bilitasi Tanah

BPKAD

KEUANGAN

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH

BPKAD
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atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Sarana
dan prasarana
gedung kantor
dan atau
bangunan
lainnya yang
dipelahara /
direhabilitasi
Jumlah
laporan
pemeliharaan /
rehabi;itasi
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

Luas Tanah
yang dilakukan
Pemeliharaan/R
ehabilitasi

Tingkat
Kepatuhan
Terhadap
Kebijakan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah Tinggi

100%

282.475.532.828



Koordinasi dan
Penyusunan
Rencana Anggaran
Daerah

Koordinasi dan
Penyusunan KUA
dan PPAS

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi RKA-
SKPD

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi

Perubahan RKA-
SKPD

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Persentase
meningkatnya
pengendalian
dan
perencanaan
keuangan
Daerah

Jumlah
Dokumen KUA
dan PPAS yang
Disusun
Jumlah
Dokumen
Perubahan

KUA dan
Perubahan PPAS
yang Disusun
Jumlah
Dokumen
koordinasi
penyusunan dan
verifikasi RKA-
SKPD

Jumlah
Dokumen
koordinasi
penyusunan dan
verifikasi
Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Jumlah
Dokumen
koordinasi
penyusunan dan
verifikasi DPA —

SKPD

Jumlah

Dokumen
koordinasi
penyusunan dan
verifikasi
Perubahan DPA —

SKPD

100%

2 Dokumen

2 Dokumen

60
Dokumen

60
Dokumen

60
Dokumen

60
Dokumen

1,192,400,000

220,000,000

225,000,000

12,000,000

12,000,000

12,500,000

12,000,000

Koordinasi dan
Penyusunan
Rencana Anggaran
Daerah

Koordinasi dan
Penyusunan KUA
dan PPAS

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi RKA-
SKPD

Koordinasi,
Penyusunan

dan Verifikasi
Perubahan RKA-
SKPD

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi
Perubahan DPA-
SKPD
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Persentase
meningkatnya
pengendalian
dan
perencanaan
keuangan
Daerah
Jumlah
Dokumen KUA
dan PPAS yang
Disusun
Jumlah
Dokumen
Perubahan
KUA dan
Perubahan PPAS
yang Disusun
Jumlah
Dokumen
koordinasi
penyusunan
dan verifikasi
RKA-SKPD
Jumlah
Dokumen
koordinasi
penyusunan
dan verifikasi
Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Jumlah
Dokumen
koordinasi
penyusunan
dan verifikasi

DPA — SKPD

Jumlah
Dokumen
koordinasi
penyusunan
dan verifikasi
Perubahan DPA

— SKPD

100%

2 Dokumen

2 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

1.856.000.000

280.000.000

285.000.000

36.000.000

32.000.000

36.000.000

32.000.000



Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD

Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD dan Peraturan
Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Koordinasi dan
Penyusunan
Regulasi serta
Kebijakan Bidang
Anggaran

Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Pendapatan

Koordinasi
Perencanaan
Anggaran  Belanja
Daerah

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah
Dokumen
Peraturan
Daerah tentang
APBD dan
Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran APBD

2 Dokumen

Jumlah
Dokumen
Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD
dan Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
Perubahan APBD

2 Dokumen

Jumlah
Dokumen
Regulasi serta
Kebijakan
Bidang Anggaran

1 Dokumen

Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Pendapatan
Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi
Perencanaan
Anggaran Belanja
Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

225,000,000

220,000,000

13,500,000

15.400,000

10,000,000

Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD

BPKAD

Koordinasi dan
Penyusunan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Perubahan APBD

BPKAD

Koordinasi dan
Penyusunan
Regulasi serta
Kebijakan Bidang
Anggaran

BPKAD

Koordinasi BPKAD
Perencanaan
Anggaran

Pendapatan

Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Daerah

BPKAD

Belanja
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Jumlah
Dokumen
Peraturan
Daerah tentang
APBD dan
Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
APBD

Jumlah
Dokumen
Peraturan
Daerah tentang
Perubahan
APBD dan
Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
Perubahan
APBD

Jumlah
Dokumen
Regulasi serta
Kebijakan
Bidang
Anggaran
Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Pendapatan
Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Belanja Daerah

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

285.000.000

285.000.000

31.000.000

18.000.000

18.000.000



Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Pembiayaan

Pembinaan
Penganggaran
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

Koordinasi dan
Pengelolaan Kas
Daerah

Pengelolan Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya

Penyiapan,
Pelaksanaan
Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD

Penatausahaan
Pembiayaan Daerah

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Pembiayaan
Jumlah orang
yang mengikuti
Pembinaan
Penganggaran
Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Persentase
meningkatnya
pengelolaan
Belanja Daerah
Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Pengelolaan Kas
Daerah

1 Dokumen

120 Orang

100%

Jumlah -
Dokumen Hasil
Pengelolan Sisa
Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya
Jumlah
Dokumen Hasil
Pengendalian
dan Penerbitan
Anggaran Kas
dan SPD

1000
Dokumen

Jumlah _
Dokumen Hasil
Penatausahaan
Pembiayaan

Daerah

12 Dokumen

10.000.000

205,000,000

593,000,000

300,000,000

40,000,000

Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Pembiayaan

Pembinaan
Penganggaran
Daerah Pemerintah
Kabupaten /Kota

Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

Koordinasi dan
Pengelolaan Kas
Daerah

Pengelolan Sisa
Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya

Penyiapan,
Pelaksanaan
Pengendalian dan
Penerbitan
Anggaran Kas dan
SPD

Penatausahaan
Pembiayaan Daerah
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Pembiayaan
Jumlah orang
yang mengikuti
Pembinaan
Penganggaran
Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Persentase
meningkatnya
pengelolaan
Belanja Daerah
Jumlah
Dokumen

Hasil
Koordinasi

dan
Pengelolaan Kas
Daerah

Jumlah
Dokumen Hasil
Pengelolan Sisa
Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya
Jumlah
Dokumen

Hasil
Pengendalian
dan Penerbitan
Anggaran Kas
dan SPD
Jumlah
Dokumen Hasil
Penatausahaan
Pembiayaan
Daerah

1 Dokumen

120 Orang

100%

12 Dokumen

1000
Dokumen

18.000.000

500.000.000

1.030.483.264

476,000,000

40.000.000



Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi,
Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan
Dana Transfer
Lainnya

Koordinasi,
Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan
Transaksi Non Tunai
dengan Lembaga
Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan
Bukan Bank

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi,
Fasilitasi,
Asistensi,
Sinkronisasi,
Supervisi,
Monitoring, dan
Evaluasi
Pengelolaan
Dana
Perimbangan
dan Dana
Transfer Lainnya

Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi,
Pelaksanaan
Kerja Sama dan
Pemantauan
Transaksi Non
Tunai dengan
Lembaga
Keuangan Bank
dan Lembaga
Keuangan Bukan
Bank

Jumlah Laporan
Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pe
motongan dan
Penyetoran
Perhitungan
Fihak Ketiga
(PFK) dan
Laporan Hasil

12 Dokumen

1 Dokumen

12 Laporan

30,000,000

28,000,000

55,000,000

Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi,
Supervisi,
Monitoring dan
Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan
Dana Transfer
Lainnya

BPKAD

Koordinasi, BPKAD

Pelaksanaan
Kerjasama dan
Pemantauan
Transaksi Non
Tunai dengan
Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan
Bank

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

BPKAD
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Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi,
Fasilitasi,
Asistensi,
Sinkronisasi,
Supervisi,
Monitoring, dan
Evaluasi
Pengelolaan
Dana
Perimbangan
dan Dana
Transfer
Lainnya
Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi,
Pelaksanaan
Kerja Sama dan
Pemantauan
Transaksi Non
Tunai dengan
Lembaga
Keuangan Bank
dan Lembaga
Keuangan
Bukan Bank
Jumlah Laporan
Realisasi
Penerimaan
dan Pengeluaran
Kas Daerah,
Laporan Aliran
Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pe
motongan dan
Penyetoran
Perhitungan
Fihak Ketiga
(PFK) dan

12 Dokumen

1 Dokumen

12 Laporan

30.000.000

25,000,000

55.000.000



Koordinasi
Pelaksanaan Piutang
dan Utang Daerah
yang timbul akibat
pengelolaan kas,
pelaksanaan analisis
pembiayaan dan
penempatan uang
daerah sebagai
optimalisasi kas

BPKAD

Jumlah
Dokumen hasil
Koordinasi
Pelaksanaan
Piutang dan
Utang Daerah
yang timbul
akibat
pengelolaan kas,
pelaksanaan
analisis
pembiayaan dan
penempatan
uang daerah
sebagai
optimalisasi kas

Koordinasi
Pelaksanaan
Piutang dan Utang
Daerah yang timbul
akibat pengelolaan
kas, pelaksanaan
analisis pembiayaan
dan penempatan
uang daerah
sebagai optimalisasi
kas

BPKAD

Jumlah
Dokumen hasil
Koordinasi
Pelaksanaan
Piutang dan
Utang Daerah
yang timbul
akibat
pengelolaan kas,
pelaksanaan
analisis
pembiayaan dan
penempatan
uang daerah
sebagai
optimalisasi kas
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Penyusunan
Petunjuk Teknis
Administrasi
Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
serta Penatausahaan
dan
Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

Koordinasi
Pelaksanaan
Akuntansi
penerimaan dan
pengeluaran kas
daerah

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah Petunjuk
Teknis
Administrasi
Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
serta
Penatausahaan
dan
Pertanggungjawa
ban Sub Kegiatan

Jumlah orang
yang Mengikuti
Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Persentase
meningkatnya
Kualitas Laporan
Keuangan
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil
Pelaksanaan
Akuntansi
penerimaan dan
pengeluaran kas
daerah

1 Juknis

120 Orang

100%

1 Laporan

30.000.000

50,000,000

1,210,000,000

28,000,000

Penyusunan
Petunjuk Teknis
Administrasi
Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaba
n Sub Kegiatan

BPKAD

Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota

BPKAD

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan Daerah

BPKAD

Koordinasi BPKAD
Pelaksanaan

Akuntansi

penerimaan dan
pengeluaran kas

daerah
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atas SP2D
dengan

Instansi Terkait
Jumlah
Petunjuk Teknis
Administrasi
Keuangan yang
Berkaitan
dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
serta
Penatausahaan
dan
Pertanggungjaw
aban Sub
Kegiatan

1 Juknis

Jumlah
yang
Mengikuti
Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Persentase
meningkatnya
Kualitas
Laporan
Keuangan

Daerah

Jumlah Laporan
Hasil
Pelaksanaan
Akuntansi
penerimaan dan
pengeluaran kas
daerah

orang 120 Orang

100%

1 Laporan

30.000.000

450.000.000

1.587.049.564

28,000,000



Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan
Pendapatan-LO dan
Beban

BPKAD

Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan

APBD Bulanan,
Triwulanan dan
Semesteran

BPKAD

Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah

BPKAD

Koordinasi dan
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten /Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban

BPKAD

Jumlah
Dokumen Hasil
Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban,
Ekuitas,
Pendapatan,
Belanja,
Pembiayaan
Pendapatan-LO
dan Beban
Jumlah

Laporan
Pertanggungjawa
ban
Pelaksanaan
APBD Bulanan,
Triwulanan dan
Semesteran

1 Dokumen

19 Laporan

Jumlah Laporan
Keuangan SKPD,
BLUD dan
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah yang
Terkonsolidasi

60 Laporan

Jumlah
Dokumen
Rancangan
Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawa
ban Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota
dan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang

2 Dokumen

146,000,000

248,000,000

228,000,000

Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan,
Belanja,
Pembiayaan
Pendapatan-LO dan
Beban

BPKAD

Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBD Bulanan,
Triwulanan dan
Semesteran

BPKAD

Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah

BPKAD

Koordinasi dan
Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota
dan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang

BPKAD
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Jumlah
Dokumen Hasil
Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban,
Ekuitas,
Pendapatan,
Belanja,
Pembiayaan
Pendapatan-LO
dan Beban

1 Dokumen

Jumlah
Laporan
Pertanggungjaw
aban
Pelaksanaan
APBD

Bulanan,
Triwulanan

dan Semesteran

19 Laporan

Jumlah
Laporan
Keuangan
SKPD, BLUD
dan

Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah yang
Terkonsolidasi

60 Laporan

Jumlah
Dokumen
Rancangan
Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjaw
aban
Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota
dan Rancangan
Peraturan

2 Dokumen

221,834,345

153,814,640

206,223,889



Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Penyusunan
Tanggapan/Tindak
Lanjut terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan APBD

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Penyelesaian
Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian
Daerah

Penyusunan Analisis
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Penjabaran
Pertanggungjawa
ban Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota

Jumlah
Dokumen
Tanggapan/Tinda
k Lanjut
Terhadap

LHP BPK

atas Laporan
Pertanggungjawa
ban Pelaksanaan
APBD

Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Penyelesaian
Tuntutan
Perbendaharaan
dan Tuntutan
Kerugian Daerah
Jumlah
Dokumen Hasil
Analisis Laporan
Pertanggungjawa
ban Pelaksanaan
APBD

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

55,000,000

198,000,000

Penjabaran
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota

Penyusunan BPKAD
Tanggapan/Tindak

Lanjut terhadap

LHP BPK atas

Laporan

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan

APBD

Koordinasi, BPKAD
Sinkronisasi, dan
Penyelesaian

Tuntutan

Perbendaharaan

dan Tuntutan

Kerugian Daerah

Penyusunan
Analisis Laporan
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBD

BPKAD
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Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
Pertanggungjaw
aban
Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota
Jumlah
Dokumen
Tanggapan/Tind
ak Lanjut
Terhadap

LHP BPK
atas

Laporan
Pertanggungjaw
aban
Pelaksanaan
APBD

Jumlah
Dokumen Hasil
Koordinasi,
Sinkronisasi,
dan
Penyelesaian
Tuntutan
Perbendaharaan
dan Tuntutan
Kerugian
Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah 1 Dokumen
Dokumen Hasil

Analisis Laporan

Pertanggungjaw

aban

Pelaksanaan

APBD

50,000,000

225,421,500

94.392.100



Penyusunan Sistem
dan Prosedur
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Penyusunan
kebijakan dan
panduan teknis
operasional
penyelengggaraan
akuntansi
Pemerintah Daerah

Pembinaan
Akuntansi Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah
Kabupaen/Kota

Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan BLUD
Kabupaten / Kota
Koordinasi dan
Penyusunan Statistik

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah

Dokumen Sistem

1 Dokumen

dan Prosedur
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah

Daerah

Jumlah
Dokumen

1 Dokumen

kebijakan dan
panduan teknis
operasional
penyelengggaraa
n akuntansi
Pemerintah
Daerah

Jumlah orang 160 Orang
yang mengikuti

Pembinaan

Akuntansi

Pelaporan dan

Pertanggungjawa

ban Pemerintah

Kabupaen/Kota

Jumlah BLUD
Kabupaten /
Kota yang dibina

1 Lembaga

Jumlah Laporan
Statistik
Keuangan

1 Laporan

82,000,000

75,000,000

150,000,000

Penyusunan Sistem  BPKAD
dan Prosedur

Akuntansi dan

Pelaporan

Keuangan

Pemerintah Daerah

Penyusunan
kebijakan dan

panduan teknis

BPKAD

operasional
penyelengggaraan
akuntansi

Pemerintah Daerah

Pembinaan

Akuntansi

BPKAD

Pelaporan dan
Pertanggungjawaba
n Pemerintah

Kabupaen/Kota

Pembinaan BPKAD
Pengelolaan
Keuangan BLUD
Kabupaten / Kota
Koordinasi dan

Penyusunan

BPKAD
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Jumlah 1 Dokumen
Dokumen
Sistem dan
Prosedur
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
el 1 Dokumen
Dokumen

kebijakan dan

panduan teknis

operasional

penyelengggaraa

n akuntansi

Pemerintah

Daerah

Jumlah orang
yang mengikuti
Pembinaan
Akuntansi
Pelaporan dan
Pertanggungjaw
aban
Pemerintah
Kabupaen/Kota

160 Orang

Jumlah BLUD
Kabupaten /
Kota yang dibina

1 Lembaga

Jumlah Laporan
Statistik
Keuangan

1 Laporan

67,972,000

89,132,210

478,258,880



Keuangan
Pemerintah Daerah

Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pengelolaan Dana
Cadangan
Pemerintah Daerah

Analisis Investasi
Pemerintah Daerah

Analisis Perencanaan
dan Pelaksanaan
Penerimaan
Pinjaman Pemerintah
Daerah

Analisis

Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan
Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah
Daerah

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Pemerintah
Kabupaten /
Kota

Persentase
Urusan
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah yang
terpenuhi
Jumlah Laporan

Hasil Pengelolaan
Dana Cadangan
Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan

Hasil Analisis
Investasi
Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Penerimaan
Pinjaman
Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembayaran
Cicilan Pokok
dan Bunga

Pinjaman

100%

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

12 Laporan

278,000,000,000

10,516,699,422

Statistik Keuangan
Pemerintah Daerah

Penunjang BPKAD
Urusan

Kewenangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pengelolaan Dana
Cadangan
Pemerintah Daerah

BPKAD

Analisis Investasi
Pemerintah Daerah

BPKAD

Analisis
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Penerimaan
Pinjaman
Pemerintah Daerah

BPKAD

Analisis BPKAD
Perencanaan dan
Pelaksanaan

Pembayaran Cicilan

Pokok dan Bunga

Pinjaman

Pemerintah Daerah
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Pemerintah
Kabupaten /
Kota

Persentase
Urusan
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah yang
terpenuhi
Jumlah Laporan

Hasil
Pengelolaan
Dana Cadangan
Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Investasi
Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Penerimaan
Pinjaman
Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Pembayaran
Cicilan Pokok
dan Bunga
Pinjaman
Pemerintah
Daerah

100% 278.000.000.000
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
12 Laporan 10,516,699,422



Analisis Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pemberian Pinjaman
Daerah

Analisis Perencanaan
dan Pelaksanaan
Penerimaan Kembali
Pinjaman Daerah

Penyusunan
Kebijakan dan
Alokasi Subsidi

Analisis

Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

Pengelolaan Dana
Darurat dan
Mendesak

Pengelolaan Dana
bagi Hasil
Kabupaten/Kota

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Pemerintah

Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pemberian
Pinjaman
Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Penerimaan
Kembali
Pinjaman Daerah

Jumlah Laporan
Hasil
Penyusunan
Kebijakan dan
Alokasi Subsidi

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan dan
Penyaluran
Bantuan
Keuangan
Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan
Dana Darurat
dan Mendesak
Jumlah Laporan
Hasil

Pengelolaan

1Laporan

1laporan

1lLaporan

1 Laporan

12 Laporan

1 Laporan

248,000,000,000

13,000,000,000

475.000.000

Analisis
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pemberian
Pinjaman Daerah

Analisis
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Penerimaan Kembali
Pinjaman Daerah

Penyusunan
Kebijakan dan
Alokasi Subsidi

Analisis
Perencanaan dan
Penyaluran
Bantuan
Keuangan

Pengelolaan Dana
Darurat dan
Mendesak

Pengelolaan Dana
bagi Hasil
Kabupaten/Kota
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Pemberian
Pinjaman
Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Penerimaan
Kembali
Pinjaman
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil
Penyusunan
Kebijakan dan
Alokasi Subsidi

Jumlah Laporan
Hasil Analisis
Perencanaan
dan

Penyaluran
Bantuan
Keuangan

Jumlah Laporan
Hasil
Pengelolaan
Dana Darurat
dan Mendesak

Jumlah
Laporan Hasil
Pengelolaan
Dana bagi

1Laporan

1lLaporan

1lLaporan

1 Laporan

12 Laporan

1 Laporan

244,025,288,300

13,000,000,000

4,550,208,200



Pengelolaan Data BPKAD
dan Implementasi
Sistem Informasi
Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan
Daerah
Inventarisasi dan BPKAD
Analisis Data Bidang

Keuangan Daerah

Implementasi dan BPKAD
Pemeliharaan Sistem
Informasi

Pemerintah Daerah

Bidang Keuangan

Daerah

Pembinaan Sistem BPKAD
Informasi
Pemerintah Daerah

Bidang Keuangan

Dana bagi
Hasil
Kabupaten /Kota

10.000.000

Pengelolaan 100%

SIPD

Jumlah
Dokumen Hasil

1 Dokumen 0

Inventarisasi dan
Analisis Data
Bidang Keuangan

Daerah

Jumlah
Dokumen Hasil

1 Dokumen 10.000.000
Implementasi

dan

Pemeliharaan

Sistem

Informasi

Pemerintah

Daerah Bidang

Keuangan

Daerah

Jumlah Orang - 0
yang mengikuti

Pembinaan

Sistem Informasi

Pengelolaan Data BPKAD
dan Implementasi
Sistem Informasi
Pemerintah
Daerah Lingkup
Keuangan Daerah
Inventarisasi dan BPKAD
Analisis Data

Bidang Keuangan

Daerah

Implementasi dan BPKAD
Pemeliharaan

Sistem Informasi

Pemerintah Daerah

Bidang Keuangan

Daerah

Pembinaan Sistem BPKAD
Informasi

Pemerintah Daerah

Bidang Keuangan

Daerah
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Hasil
Kabupaten/Kota

Pengelolaan 100%

SIPD

Jumlah 1 Dokumen

Dokumen Hasil
Inventarisasi
dan Analisis
Data Bidang
Keuangan
Daerah

Jumlah
Dokumen
Hasil
Implementasi
dan
Pemeliharaan
Sistem
Informasi
Pemerintah
Daerah Bidang
Keuangan
Daerah

1 Dokumen

Jumlah Orang -
yang mengikuti
Pembinaan

Sistem



Daerah bPemerintah
Kabupaten / Kota

PROGRAM
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Penyusunan Standar
Harga

Penyusunan Standar
Barang Milik
Daerah dan Standar
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Pemerintah
Daerah Bidang

Keuangan

Tingkat
Kepatuhan
Terhadap
Kebijakan
Pengelolaan Aset
Daerah Tinggi
Persentase
Pengelolaan
BMD sesuai
aturan

Jumlah
Dokumen
Standar Harga
yang Disusun

Jumlah
Dokumen
Standar Barang
Milik Daerah
dan Standar
Kebutuhan
Barang Milik

Daerah

100%

100%

1 Dokumen

2 Dokumen

1,302,000,000

1,302,000,000

79,400,000

85,000,000

bPemerintah
Kabupaten / Kota

Penatausahaan
Barang Milik
Daerah

Pengamanan
Barang Milik
Daerah

Penilaian Barang
Milik Daerah

Pengawasan dan
Pengendalian
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Informasi
Pemerintah
Daerah Bidang
Keuangan

100%

100%

Jumlah
Dokumen
Standar Harga
yang Disusun

Jumlah
Dokumen
Standar
Barang Milik
Daerah dan
Standar
Kebutuhan
Barang Milik

Daerah

1,158,647,463

1,158,647,463

1 Dokumen

2 Dokumen

1.496.124.783

1.496.124.783

79,400,000



Penyusunan BPKAD 1 Dokumen 22.000.000 Rekonsiliasi dalam BPKAD 1 Dokumen 19,519,250
Kebijakan Dokumen rangka Penyusunan Dokumen

Pengelolaan Barang Kebijakan Laporan Barang Kebijakan
Milik Pengelolaan Milik Daerah Pengelolaan
Daerah Barang Milik Barang Milik

Daerah

Inventarisasi Barang  BPKAD 1 Laporan

Daerah

Jumlah Laporan Inventarisasi Jumlah Laporan 1 Laporan 116,400,000

L Hasil - Hasil
Milik Daerah Barang Milik
Inventarisasi Inventarisasi
(LHI) Barang Daerah (LHI) Barang

milik daerah milik daerah
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Penilaian Barang
Milik Daerah

Pengawasan dan
Pengendalian
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah

BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah Laporan 1 Laporan

Hasil Penilaian
Barang Milik
Daerah dan
Hasil Koordinasi
Penilaian Barang

Milik Daerah

Jumlah

Laporan Hasil
Pengawasan

dan Pengendalian
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

1 Laporan

Jumlah
Dokumen Hasil
Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtangan
an, Pemusnahan,
dan
Penghapusan
Barang Milik
Daerah

1 Dokumen

82,000,000

38,000,000

50,000,000

Penilaian Barang

Milik Daerah

Pengawasan dan
Pengendalian
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan
Barang Milik

Daerah
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BPKAD

BPKAD

BPKAD

Jumlah 1 Laporan
Laporan Hasil

Penilaian

Barang Milik

Daerah dan

Hasil

Koordinasi

Penilaian

Barang Milik

Daerah

Jumlah

Laporan Hasil

1 Laporan

Pengawasan
dan
Pengendalian
Pengelolaan
Barang Milik

Daerah

Jumlah
Dokumen Hasil
Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtangan
an,
Pemusnahan,
dan
Penghapusan
Barang Milik
Daerah

1 Dokumen

145,906,750

33,700,000

94,050,000



Penyusunan Laporan BPKAD Jumlah Laporan 1 Laporan 185.000.000 Penyusunan BPKAD Jumlah 1 Laporan 213,320,000
Barang Milik Daerah Barang Milik Laporan

Daerah yang Barang Milik

Disusun Milik Daerah Daerah yang
Disusun

Laporan Barang

303.786.089.731

300,578,657,120 JUMLAH

TONDANO, OKTOBER 2024
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA

G
-
JOICE MARHAENSJE PUA, SE

PEMBINA TKT.I, IV/b
NIP. 196601201986112001
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3.1.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan, Sasaran dan Program

1.

Tujuan

Tujuan Strategik tersebut adalah:
“Mewujudkan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tinggi “

Sasaran

Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tinggi.

Salah satu tujuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah
tercapainya pengelolaan keuangan yang akuntabel. Akuntabilitas keuangan
pemerintah memilikitiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial,
dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan
perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan
dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode.
Akuntabilitas pemerintahjuga harus menyediakan informasi yang diperlukan
dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan,
pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. akuntabilitas pemerintah juga
harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawas
fungsional secara efektif dan efisien. Terwujudnya akuntabilitas keuangan
daerah akan menjadi landasan bagi tatakelola pemerintahan yang lebih baik
dan segala pertanggung jawaban keuanganyang berasal dari dana masyarakat
akan berjalan lancar seiring kepercayaanmasyarakat terhadap pemerintahan
dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Salah satu cara untuk
mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah meningkatkan
kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan. Hal ini tertuang pada
sasaran kinerja BPKAD yang pertama yaitu mendorong agar seluruhPerangkat

Daerah mematuhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku
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2)

sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan

mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, untuk pengelolaan aset sebagaimana pengelolaan keuangan
daerah juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuaidengan

prinsip good governance.

Fungsi dari pengelolaan aset daerah adalah untuk mendukung pelayanan

kepada masyarakat agar lebih optimal melalui:

a.  Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baikmenyangkut
inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan
penjualan aset daerah;

b.  Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;

c.  Pengamanan aset daerah dan;

d. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan Pengelolaan barang daerah adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian. Untuk melakukan pengelolaan aset yang baik,
pemerintah pusat maupun daerah telah menyusun kebijaan pengelolaan aset pada setiap
tahapannya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Sesuai dengan tupoksi
BPKAD, untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, maka BPKAD akan

mendorong agar Perangkat Daerah dapat memtuhi kebijakan pengelolaan aset daerah.

Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

Manajemen Perkantoran dapat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan,
pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakkan
mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
Tujuan dari manajemen perkantoran adalah kegiatan perkantoran di BPKAD dapat
dilakukan secara efisien dan efektif sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan

utama BPKAD.
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3. Kebijakan

2.3.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan dan aset BPKAD secara rinci sebagai berikut :

1. Membangun dan meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan

tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;

2. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasiskane-

government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan,

penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat

memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat Minahasa

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana Kinerja Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
MinahasaTahun 2023 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Rencana kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasarannya.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi

Kabupaten Minahasa, maka ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan perkiraan

maju Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana dalam tabel 3.1.
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DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN MINAHASA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5

5

02

02

02

KODE

o1

01

201

URUSAN/BIDANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
DAN PROGRAM/

KEGIATAN/

SUB KEGIATAN
KEUANGAN

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi

Kinerja Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan

Perangkat

Daerah

INDIKATOR

KINERJA LOKASI

PROGRAM/
KEGIATAN/

SUB KEGIATAN

Presentase BPKAD
Pemenuhan
layanan Penunjang
Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen
Perencaaan yang

ditetapkan

BPKAD

Jumlah Dokumen
Penganggaran yang
ditetapkan

Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja
yang ditetapkan
Jumlah BPKAD
Dokumen

Perencanaan

Perangkat

Daerah

RENCANA TAHUN 2024 CATATAN
TARGET KEBUTUHAN SUMBER PENTING/
CAPAIAN DANA / PAGU PERMASALAHAN
KINERJA INDIKATIF DANA YANG

MENDASAR
303.786.089.731

100% 19.896.432.120
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PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2025

TARGET
CAPAIAN

KINERJA

100%

8 Dokumen

3 Dokumen

KEBUTUHAN
DANA / PAGU

INDIKATIF
296.902.833.212

34.025.763.230

150,700,000

14,900,000



5

5

5

5

02

02

02

02

01

01

01

01

201 01
201 02
201 03
201 5
201 6
201 06

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA- SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA- SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen BPKAD
RKA-SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen BPKAD
Perubahan RKA-

SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi

Penyusunan

Dokumen

Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen BPKAD
DPA-SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Dokumen DPA-

SKPD

Jumlah Dokumen BPKAD
Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi

Penyusunan

Dokumen

Perubahan DPA-

SKPD

Jumlah Laporan BPKAD
Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan

Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah Laporan BPKAD
Evaluasi Kinerja

Perangkat

Daerah

1 Dokumen 15,018,000
1 Dokumen 15,018,000
1 Dokumen 7,924,000
1 Dokumen 5,000,000
1 Laporan 5,000,000
1 Laporan 87,840,000
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1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

15,018,000

15,018,000

7,924,000

5,000,000

5,000,000

87,840,000



02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

201

202

202

202

202

202

202

202

203

07

01

02

03

04

05

06

07

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan
Administrasi
pelaksanaan tugas ASN

Pelaksanaan
penatausahaan dan
pengujian/verifikasi
keuangan SKPD
Koordinasi dan
pelaksanaan akuntansi
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Bulanan Triwulanan
dan Semesteran SKPD

Penyusunan pelaporan
dan analisis prognosis
realisasi anggaran

Administrasi Barang
Milik Daerah

Persentase
Pengelolaan
Keuangan yang

Teradiministrasi
Jumlah orang yang
menerima  Gaji
dan

Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen
hasil penyediaan
administrasi
pelaksanaan tugas
ASN

Jumlah dokumen
penatausahaan dan
pengujian/verifikasi

Jumlah Dokumen
koordinasi dan
pelaksanaan
akuntansi SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Bulanan
Triwulanan dan
Semesteran SKPD
Jumlah dokumen
pelaporan dan
analisis prognosis
realisasi anggaran

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

100%

45 Orang

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

1 Dokumen

75

13.868.940.120

13.752.940.120

60.000.000

13.486.500

100%

45 Orang

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

1 Dokumen

13,848,940,120

13.752.940.120

60.000.000

13.486.500



02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

203

203

203

203

203

203

203

205

205

205

01

02

03

04

05

06

07

01

02

Penyusunan
perencanaan
kebutuhan barang
milik daerah SKPD

Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD

Koordinasi dan
Penilaian Barang Milik
Daerah

Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian
BarangMilik Daerah
pada SKPD

Rekonsiliasi dan
penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Penatausahaan BMD
pada SKPD

Pemanfaatan BMD
SKPD

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Disiplin

Pegawai

Pengadaan Pakaian
Dinas beserta

Jumlah Dokumen

Rencana kebutuhan

Barang Milik
Daerah

Jumlah Dokumen
Pengamanan
Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah laporan
Penilaian BMD dan
hasil Koordinasi
Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan
Hasil Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian
BarangMilik Daerah
pada SKPD

Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan
penyusunan
Laporan Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan
BMD pada SKPD

Jumlah Dokumen
hasil Pemanfaatan
BMD SKPD
Persentase
Administrasi
Umum yang
Terfasilitasi
Jumlah Unit
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Disiplin Pegawai
Jumlah Paket
Pakaian Dinas

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

1.080.000.000

280.000.000

76

100% 1.080.000.000

1 Unit 0

4 Paket 280.000.000



02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

205

205

205

205

205

205

205

205

205

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Atribut
Kelengkapannya

Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Pemulangan pegawai
yang pensiun

Pemulangan pegawai
yang meninggal dalam
melaksanakan tugas

Pemindahan Tugas ASN

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Sosialisasi Peraturan
Perundang Undangan

Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

beserta Atribut
Kelengkapan

Jumlah Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen
hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen
Monitoring,
Evaluasi dan
Penilaian Kinerja
Pegawai

Jumlah Pegawai
Pensiun yang
dipulangkan

Jumlah laporan
hasil Pemulangan
pegawai yang
meninggal dalam
melaksanakan
tugas

Jumlah ASN yang
dipindahtugaskan

Jumlah pegawai
berdasarkan tugas
dan fungsi yang
mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan

Jumlah orang yang
mengikuti
Sosialisasi
Peraturan
Perundang
Undangan

Jumlah orang yang
menikuti Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

1 Dokumen

5 Orang

200 Orang

77

800.000.000

1 Dokumen 0

5 Orang 0

200 Orang 800.000.000



02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

206

206

206

206

206

206

206

206

01

02

03

05

06

07

08

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan bahan
bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan

Penyediaan
Bahan/Material

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Perundang-
Undangan

Persentase
penyediaan dan
pengelolaan
administrasi
umum

Jumlah Paket
penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga yang
Disediakan
Jumlah Paket
penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Paket
bahan bacaan dan
Peraturan
Perundang
Undangan
Jumlah Paket
Bahan / material
yang disediakan
Jumlah Laporan
Fasilitasi
Kunjungan Tamu

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

100%

2 Paket

4 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Laporan

1.620.000.000

15.000.000

500.000.000

25.000.000

50.000.000

180.000.000

78

100%

2 Paket

4 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Laporan

1.620.000.000

15.000.000

500.000.000

25.000.000

50.000.000

180.000.000



02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

206

206

206

207

207

207

207

207

207

207

09

10

11

01

02

03

04

05

06

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan

Konsultasi SKPD

Penatausahaan arsip
dinamis pada SKPD

Dukungan pelaksanaan
system pemerintahan
berbasis elektronik
pada SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintah
Daerah

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Pengadaan Alat Besar

Pengadaan Alat
Angkutan Darat tak
Bermotor

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan

Rapat

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan
arsip dinamis pada

SKPD

Jumlah Dokumen

Dukungan

pelaksanaan system

pemerintahan

berbasis elektronik

pada SKPD
Persentase

Kebutuhan BMD

yang terpenuhi

Jumlah Unit
Kendaraan

Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang

Disediakan
Jumlah Unit

Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang

disediakan

Jumlah Unit Alat

Besar yang
disediakan

Jumlah Unit Alat
Angkutan Darat tak

Bermotor yang
disediakan

Jumlah laporan
pengadaan Paket

Mebel

Jumlah laporan
pengadaan
Peralatan dan Mesin

Lainnya

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

2 Laporan

100%

30 Unit

50 Unit

79

850.000.000

1.621.000.000

150.000.000

1.471.000.000

2 Laporan

100%

30 Unit

50 Unit

850.000.000

1.621.000.000

150.000.000

1.471.000.000



5

5

02

02

01 208

01

208 01

Pengadaan Aset tetap
lainnya

Pengadaan Aset tak
Berwujud

Pengadaan Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Unit Aset BPKAD -
tetap lainnya yang

disediakan

Jumlah Unit Aset BPKAD -
tak Berwujud yang

disediakan

Jumlah Unit BPKAD o
Gedung Kantor

atau Bangunan

Lainnya yang

disediakan

Jumlah Unit Sarana = BPKAD -
dan Prasarana

Gedung Kantor

atau Bangunan

Lainnya yang

disediakan

Jumlah Unit Sarana  BPKAD -
dan Prasarana

Pendukung Gedung

Kantor atau

Bangunan Lainnya

Persentase BPKAD

Pemenuhan
Kebutuhan

Pelayanan Umum

Kantor

Jumlah  Laporan BPKAD 1 Laporan
Penyediaan Jasa

Surat

Menyurat

80

1.035.792.000

30.000.000

1.035.792.000

1 Laporan 30.000.000



5

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

208 02
208 03
208 04
209

209 01
209 02

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang

Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Penyediaan jasa
pemeliharaan, Biaya
pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan

Jumlah Laporan BPKAD
Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik yang

Disediakan

Jumlah Laporan BPKAD
Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor yang

Disediakan

Jumlah Laporan BPKAD
Penyediaan Jasa

Pelayanan

Umum Kantor yang

Disediakan

Persentase BPKAD
Barang Milik

Daerah yang

Terpelihara

sesuai RKPBMD
Jumlah Laporan BPKAD

penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan

Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas

atau Kendaraan

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan BPKAD
Dinas Operasional

atau Lapangan yang

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

6 Unit

81

330.792.000

35.000.000

640.000.000

520.000.000

225.000.000

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%

6 Unit

330.792.000

35.000.000

640.000.000

520.000.000

225.000.000



02

02

02

02

01

01

01

01

209

209

209

209

209

209

209

209

209

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan , Biaya
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat
Angkutan Darat tak
Bermotor

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pemeliharaan Aset
tetap Lainnya

Pemeliharaan Aset tak
berwujud

Pemeliharaan/Rehabili
tasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan /
Rehabilitasi sarana dan
prasarana gedung
kantor dan atau
bangunan lainnya

Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau

dipelihara dan
dibayarkan
pajaknya

Jumlah Alat Besar
yang dipelihara dan
dibayarkan
pajaknya

Jumlah Alat
Angkutan Darat tak
Bermotor dan
dibayarkan
pajaknya

Jumlah Mebel yang
dipelihara

Jumlah Peralatan
dan Mesin
Lainnya yang
dipelihara

Jumlah Unit Aset
tetap Lainnya yang
dipelihara

Jumlah Unit Aset
tak berwujud yang
dipelahara

Jumlah Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang dipelihara
Jumlah Sarana dan
prasarana gedung
kantor dan atau
bangunan lainnya
yang dipelahara /
direhabilitasi
Jumlah laporan
pemeliharaan /
rehabi;itasi Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

5 Unit

30 Unit

1 Unit

20.000.000

25,000,000

250.000.000

82

5 Unit

30 Unit

1 Unit

20.000.000

25,000,000

300.000.000

250.000.000



Bangunan Kantor atau

Lainnya Bangunan Lainnya
209 12 Pemeliharaan/Rehabilit = Luas Tanah yang BPKAD _ 0 _ 0
asi Sarana dan dilakukan
Prasarana Pendukung Pemeliharaan/Reha
Gedung Kantor atau bilitasi
Bangunan
Lainnya
209 13 | Pemeliharaan/Rehabilit = Jumlah Laporan BPKAD 6 Unit 0 6 Unit 0
asi Tanah penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
KEUANGAN BPKAD
PROGRAM Tingkat Kepatuhan BPKAD 100% 282.293.532.828 100% 282.293.532.828
PENGELOLAAN Terhadap
KEUANGAN DAERAH
Kebijakan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tinggi
201 Koordinasi dan Persentase BPKAD 100% 1.776.000.000 100% 1.776.000.000
Penyusunan Rencana .
Anggaran meningkatnya
Daerah pengendalian dan
perencanaan
keuangan Daerah
201 01 @ Koordinasi dan Jumlah Dokumen BPKAD 2 Dokumen 280.000.000 2 Dokumen 280.000.000
Penyusunan KUA dan KUA dan PPAS yang
PPAS Disusun
201 02 @ Koordinasi dan Jumlah BPKAD 2 Dokumen 285.000.000 2 Dokumen 285.000.000
Penyusunan Perubahan Dokumen
KUA dan Perubahan KUA
Perubahan PPAS dan

Perubahan PPAS
yang Disusun

83



02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

201

201

201

201

201

201

201

201

03

04

05

06

07

08

09

10

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi RKA-
SKPD

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi DPA-
SKPD

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi

Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah

tentang APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD
Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD

Koordinasi dan
Penyusunan Regulasi
serta

Kebijakan Bidang
Anggaran

Koordinasi
Perencanaan Anggaran
Pendapatan

Jumlah Dokumen
koordinasi
penyusunan dan
verifikasi RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
koordinasi
penyusunan dan
verifikasi Perubahan
RKA-SKPD

Jumlah Jumlah
Dokumen
koordinasi
penyusunan dan

verifikasi DPA —
SKPD

Jumlah Dokumen
koordinasi
penyusunan dan
verifikasi Perubahan
DPA — SKPD
Jumlah Dokumen
Peraturan Daerah
tentang APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD

Jumlah Dokumen
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD dan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Perubahan APBD

Jumlah Dokumen
Regulasi serta
Kebijakan

Bidang Anggaran

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Pendapatan

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

84

36.000.000

32.000.000

36.000.000

32.000.000

285.000.000

285.000.000

31.000.000

18.000.000

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

60 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

36.000.000

32.000.000

36.000.000

32.000.000

285.000.000

285.000.000

31.000.000

18.000.000



02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

201

201

201

202

202

202

202

202

11

12

13

01

02

03

04

Koordinasi
Perencanaan
Anggaran  Belanja
Daerah

Koordinasi
Perencanaan Anggaran
Pembiayaan

Pembinaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

Koordinasi dan
Pengelolaan Kas Daerah

Pengelolan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya

Penyiapan,
Pelaksanaan
Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran
Kas dan SPD

Penatausahaan
Pembiayaan Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Perencanaan
Anggaran Belanja
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
Perencanaan
Anggaran
Pembiayaan
Jumlah orang
yang mengikuti
Pembinaan
Penganggaran
Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Persentase
meningkatnya
pengelolaan
Belanja Daerah
Jumlah

Dokumen Hasil
Koordinasi dan
Pengelolaan Kas
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolan
Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya
Jumlah Dokumen
Hasil

Pengendalian dan
Penerbitan
Anggaran Kas dan
SPD

Jumlah Dokumen
Hasil
Penatausahaan
Pembiayaan Daerah

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

1 Dokumen

1 Dokumen

120 Orang

100%

12 Dokumen

1000
Dokumen

85

18.000.000

18.000.000

420.000.000

1.030.483.264

476,000,000

33,615,033

1 Dokumen

1 Dokumen

120 Orang

100%

12 Dokumen

1000
Dokumen

18.000.000

18.000.000

420.000.000

1.030.483.264

476,000,000

33,615,033



5 02 02 202 05

5 2 2 202 06

5 02 02 202 07

Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Koordinasi,
Pelaksanaan Kerjasama
dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai
dengan Lembaga
Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan
Bukan Bank

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/
Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Dokumen BPKAD
Hasil Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi,
Supervisi,
Monitoring, dan
Evaluasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan

dan Dana Transfer
Lainnya

Jumlah Dokumen BPKAD 1 Dokumen
Hasil Koordinasi,

Pelaksanaan Kerja

Sama dan

Pemantauan

Transaksi Non

Tunai dengan

Lembaga Keuangan

Bank dan Lembaga

Keuangan Bukan

Bank

Jumlah Laporan BPKAD 12 Laporan
Realisasi

Penerimaan dan

Pengeluaran Kas

Daerah, Laporan

Aliran Kas, dan

Pelaksanaan

Pemungutan/Pemot

ongan dan

Penyetoran

Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK) dan

Laporan Hasil

Koordinasi dalam

rangka Penyusunan

Laporan Realisasi

Penerimaan dan

Pengeluaran Kas

Daerah, Laporan

Aliran Kas, dan

Pelaksanaan

12 Dokumen

86

22,536,996

25,000,000

49,482,360

12 Dokumen

1 Dokumen

12 Laporan

22,536,996

25,000,000

49,482,360



5§ 02 02 202 08

5§ 02 02 202 09

5 02 02 202

5 02 02 202

10

11

Koordinasi Pelaksanaan
Piutang dan Utang
Daerah yang timbul
akibat pengelolaan kas,
pelaksanaan analisis
pembiayaan dan
penempatan uang
daerah sebagai
optimalisasi kas

Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait

Penyusunan Petunjuk
Teknis Administrasi
Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pemungutan/Pemot
ongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Jumlah Dokumen
hasil Koordinasi
Pelaksanaan
Piutang dan Utang
Daerah yang timbul
akibat pengelolaan
kas, pelaksanaan
analisis pembiayaan
dan penempatan
uang daerah
sebagai optimalisasi
kas

Jumlah laporan
Hasil Rekonsiliasi
Data Penerimaan
dan Pengeluaran
Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas
SP2D dengan
Instansi Terkait
Jumlah Petunjuk
Teknis Administrasi
Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaba
n Sub Kegiatan
Jumlah orang
yang Mengikuti
Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

1 laporan

1 Juknis

120 Orang

49,482,360

25,570,330

348.796.185

87

1 laporan

1 Juknis

120 Orang

49,482,360

25,570,330

348.796.185



5 02 02 203

5 02 02 203 01

5§ 02 02 203 02

5§ 02 02 203 03

5§ 02 02 203 04

5 02 02 203 05

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah

Koordinasi
Pelaksanaan Akuntansi
penerimaan dan
pengeluaran kas

daerah

Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan
Pendapatan-LO dan
Beban

Koordinasi

Penyusunan

Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan
dan Semesteran

Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD
dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Koordinasi dan
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang

Persentase
meningkatnya
Kualitas Laporan

Keuangan Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Akuntansi
penerimaan dan
pengeluaran kas
daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Rekonsiliasi
dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan,
Belanja,
Pembiayaan
Pendapatan-LO dan
Beban

Jumlah

Laporan
Pertanggungjawaba
n

Pelaksanaan APBD
Bulanan,
Triwulanan dan
Semesteran
Jumlah Laporan
Keuangan SKPD,
BLUD dan
Laporan Keuangan
Pemerintah

Daerah yang
Terkonsolidasi
Jumlah Dokumen
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

100%

1 Laporan

1 Dokumen

19 Laporan

60 Laporan

2 Dokumen

88

1.556.585.224

221.834.345

153.814.640

206.223.889

100%

1 Laporan

1 Dokumen

19 Laporan

60 Laporan

2 Dokumen

1.556.585.224

221.834.345

153.814.640

206.223.889



5§ 02 02 203 06

5§ 02 02 203 07

5 02 02 203 08

5 2 2 | 203

09

Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Penyusunan
Tanggapan/Tindak
lanjut terhadap LHP
BPK atas laporan
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian
Daerah

Penyusunan Analisis
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Penyusunan Kebijakan
dan Panduan Teknis
Operasional
Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah
Daerah

Kabupaten/Kota

dan Rancangan

Peraturan Kepala

Daerah tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan

APBD

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen BPKAD
Tanggapan/Tindak

Lanjut Terhadap

LHP BPK

atas Laporan
Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan

APBD

Jumlah Dokumen BPKAD
Hasil Koordinasi,

Sinkronisasi, dan

Penyelesaian

Tuntutan

Perbendaharaan

dan Tuntutan

Kerugian Daerah

Jumlah Dokumen BPKAD
Hasil Analisis

Laporan

Pertanggungjawaba

n Pelaksanaan

APBD

Jumlah Dokumen BPKAD
Sistem dan

Prosedur Akuntansi

dan Pelaporan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

50.000.000

225.421.500

89.132.210

89

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

50.000.000

225.421.500

89.132.210



5§ 02 02 203

5 02 02 203

5 02
5 02
5 02
5 02

02

02

02

02

203

203

204

204

10

11

12

13

01

Penyusunan Sistem
dan Prosedur
Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Pembinaan Akuntansi
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah
Kabupaen/Kota

Pembinaan
Pengelolaan Keuangan
BLUD Kabupaten /
Kota

Koordinasi dan
Penyusunan Statistik
Keuangan Pemerintah
Daerah

Penunjang Urusan
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pengelolaan Dana
Cadangan Pemerintah
Daerah

Keuangan

Pemerintah Daerah

Jumlah Dokumen

kebijakan dan
panduan teknis

operasional

penyelengggaraan

akuntansi

Pemerintah Daerah

Jumlah orang yang

mengikuti
Pembinaan
Akuntansi

Pelaporan dan

Pertanggungjawaba

n Pemerintah

Kabupaen/Kota

Jumlah BLUD

Kabupaten / Kota

yang dibina

Jumlah Laporan
Statistik Keuangan

Pemerintah

Kabupaten / Kota

Persentase Urusan

Kewenangan
Pengelolaan

Keuangan Daerah
yang terpenuhi

Jumlah Laporan

Hasil Pengelolaan
Dana Cadangan
Pemerintah Daerah

1 Dokumen

160 Orang

1 Lembaga

1 Laporan

100%

1 Laporan

90

67.972.000

542.186.640

278.000.000.000

1 Dokumen

160 Orang

1 Lembaga

1 Laporan

100%

1 Laporan

67.972.000

542.186.640

278.000.000.000



5§ 02 02 204 02

5 02 02 204 03

5 02 02 204 04

5 02 02 204 05

5§ 02 02 204 06

5 02 02 204 07

5§ 02 02 204 08

Analisis Investasi
Pemerintah Daerah

Analisis Perencanaan
dan Pelaksanaan
Penerimaan Pinjaman
Pemerintah Daerah

Analisis

Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan
Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah
Daerah

Analisis Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pemberian Pinjaman
Daerah

Analisis Perencanaan
dan Pelaksanaan
Penerimaan Kembali
Pinjaman Daerah

Penyusunan Kebijakan
dan Alokasi Subsidi

Analisis Perencanaan
dan Penyaluran
Bantuan

Keuangan

Jumlah Laporan BPKAD 1 Laporan
Hasil Analisis

Investasi

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan BPKAD 1 Laporan

Hasil Analisis
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Penerimaan
Pinjaman
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan BPKAD 12 Laporan

Hasil Analisis
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembayaran
Cicilan Pokok
dan Bunga
Pinjaman
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan BPKAD 1Laporan
Hasil Analisis

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Pemberian

Pinjaman

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan BPKAD 1Laporan
Hasil Analisis

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Penerimaan Kembali

Pinjaman Daerah

Jumlah Laporan BPKAD 1laporan
Hasil Penyusunan

Kebijakan dan

Alokasi Subsidi

Jumlah Laporan BPKAD 1 Laporan
Hasil Analisis

Perencanaan dan

91

10,516,699,422

244,025,288,300

1 Laporan

1 Laporan

12 Laporan

1Laporan

1Laporan

1Laporan

1 Laporan

10,516,699,422

244,025,288,300



02 02
02 02
2 2
2 2
2 2
2 2
02 03

204

204

205

205

205

205

09

10

01

02

03

Pengelolaan Dana
Darurat dan Mendesak

Pengelolaan Dana bagi
Hasil Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup
Keuangan Daerah
Inventarisasi dan
Analisis Data Bidang
Keuangan Daerah

Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Bidang
Keuangan Daerah
Pembinaan Sistem
Informasi Pemerintah
Daerah Bidang
Keuangan Daerah
bPemerintah

Kabupaten / Kota
PROGRAM
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

Penyaluran

Bantuan Keuangan

Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan
Dana Darurat
dan Mendesak
Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan
Dana bagi

Hasil
Kabupaten/Kota

Pengelolaan SIPD

Jumlah Dokumen
Hasil Inventarisasi
dan Analisis Data
Bidang Keuangan
Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil

Implementasi dan
Pemeliharaan
Sistem Informasi
Pemerintah

Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Tingkat Kepatuhan
Terhadap
Kebijakan

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

12 Laporan

1 Laporan

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

92

13.000.000.000

4,550,208,200

1.496.124.783

12 Laporan

1 Laporan

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

13.000.000.000

4,550,208,200

1.496.124.783



02

02

02

02

02

02

02

03

03

03

03

03

03

03

201

201

201

201

201

201

201

01

02

03

04

05

06

Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Penyusunan Standar
Harga

Penyusunan Standar
Barang Milik Daerah
dan Standar
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Barang
Milik

Daerah

Penatausahaan Barang
Milik Daerah

Inventarisasi Barang
Milik Daerah

Pengelolaan Aset
Daerah Tinggi

Persentase
Pengelolaan BMD
sesuai aturan

Jumlah Dokumen
Standar Harga yang
Disusun

Jumlah Dokumen
Standar Harga yang
Disusun

Jumlah Dokumen
Standar Barang
Milik Daerah dan
Standar Kebutuhan
Barang Milik
Daerah

Jumlah Dokumen
Rencana
Kebutuhan
Barang Milik

Daerah

Jumlah Dokumen
Kebijakan
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan

Hasil Inventarisasi

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

93

1.496.124.783

79.400.000

19,519,250

350.879.559

116,400,000

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Laporan

1.496.124.783

79.400.000

19,519,250

350.879.559

116,400,000



5§ 02 03 201

5§ 02 03 201

5 02 03 201

5 02 03 201

5 02 03 201

5§ 02 03 201

07

08

09

10

11

12

Pengamanan Barang
Milik Daerah

Penilaian Barang Milik

Daerah

Pengawasan dan
Pengendalian
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang
Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam
rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik
Daerah

Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

(LHI) Barang milik
daerah

Jumlah Laporan
Hasil Pengamanan
Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Penilaian
Barang Milik
Daerah dan Hasil
Koordinasi
Penilaian Barang

Milik Daerah

Jumlah Laporan
Hasil

Pengawasan dan
Pengendalian
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Optimalisasi
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan
Barang Milik
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Rekonsiliasi
dalam rangka
Penyusunan
Laporan Barang
Milik Daerah

Jumlah Laporan
Barang Milik
Daerah yang
Disusun

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BPKAD

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

%4

80,675,000

85.675.000

33.700.000

94.050.000

154.500.000

213.320.000

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Dokumen

1 Laporan

1 Laporan

80,675,000

85.675.000

33.700.000

94.050.000

154.500.000

213.320.000



5 02 03 201

13

Pembinaan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang
Yang Mengikuti
Pembinaan
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Pemerintah
Kabupaten /Kota

BPKAD

120 Orang
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Rencana Kerja Tahun 2025

Satuan
N Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Tujuan/Sasaran
o BPKAD BPKAD Pada Tahun Ke-
1 2 3
1  Terwujudnya 1. Perda APBD Tepat Tepat Tepat Tepat
kepatuhan waktu Waktu Waktu Waktu
Terhadap
Kebijakan 2. Perda Tepat Tepat Tepat
POTEE CIEE Pertanggungjawaban Wakt Wakt Waktu
Keuangan dan ggung aKtu aKtu
Aset Daerah APB_D ’Fepatwaktu_ _
Tinggi 3. Deviasi Realisasi % 6,75% 6,50% 6,30%
Belanja Terhadap
Belanja Total dalam
APBD
4. Ratio Belanja Pegawai % 61,63 62,00 62,20
di luar Guru dan Tenaga % % %
Kesehatan
5. Ratio PAD % 8,07% 8,27% 8,47%
6. Ratio Belanja Urusan % 80,32 80,42 80,72
Pemerintahan  Umum % % %
(Dikurangi transfer
expenditure)
7. Opini Laporan WTP WTP WTP
Keuangan
8. Deviasi Realisasi PAD % 4,83% 4,93% 5,23%
terhadap Total PAD
dalam APBD
9. Ratio Anggaran sisa
terhadap total belanja % 1,77% 1,75% 1,73%
dalam APBD tahun
sebelumnya
10. Tingkat Kepatuhan
Terhadap Kebijakan % 85 85 e
Pengelolaan Aset
Daerah Tinggi
11. Manajemen Aset % £ & 85
2 Terpenuhinya Tingkat % 80 80 80
dukungan pemenuhan
manajemen dukungan
perkantoran manajemen
perkantoran

Untuk mencapai sasaran nomor 1, untuk tahun 2025 didukung dengan pelaksanaan program
Kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Pengelolan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan

Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas,

pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan

Atas SP2D dengan Instansi Terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan

dan Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36
37

38
39
40
41
42
43

44
45

46

47

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan
Pendapatan-LO dan Beban

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Kerugian Daerah

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten / Kota

Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
Analisis Investasi Pemerintah Daerah
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman
Pemerintah Daerah
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

98



48

49

50

51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan
Daerah

Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah bPemerintah

Kabupaten / Kota
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

Penyusunan Standar Harga

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik
Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang

Milik Daerah

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan Triwulanan dan Semesteran SKPD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan  Penyusunan = Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN
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74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

920

91

92

93
94
95

Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan Triwulanan dan Semesteran SKPD

Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

Administrasi Barang Milik Daerah

Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BarangMilik Daerah pada SKPD

Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Penatausahaan BMD pada SKPD

Pemanfaatan BMD SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin

Pegawai

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Pemulangan pegawai yang pensiun

Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas
Pemindahan Tugas ASN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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96 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

97 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

98 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
99 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
101  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
102  Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
103  Penyediaan Bahan/Material
104  Fasilitasi Kunjungan Tamu
105  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
106  Penyelenggaraan  Rapat  Koordinasi  dan
Konsultasi SKPD
107  Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
108  Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

109  Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

110  Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

111  Pengadaan Alat Besar

112 Pengadaan Alat Angkutan Darat tak Bermotor

113 Pengadaan Mebel

114  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

115  Pengadaan Aset tetap lainnya

116  Pengadaan Aset tak Berwujud

117  Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

118  Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

119  Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
120  Penyediaan Jasa Surat Menyurat

121  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

122 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
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123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat
tak Bermotor

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Aset tetap Lainnya

Pemeliharaan Aset tak berwujud

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan
lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Dasar Pertimbangan Perumusan program program dan kegiatan kegiatan yang

direncanakan untuk dilaksanakan di Tahun 2025 adalah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Adapun Jumlah Program di Tahun 2025 adalah 3 (Tiga)

Program 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan. Dengan

Total dana / pagu indikatif sebesar

Rp. 303.786.089.731,-
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BAB IV
PENUTUP

Demikian Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah untuk menjadi acuan dalam rangka penyempurnaan rancangan

RKPD serta menjadi acuan dalam rangka penyempurnaan Renja OPD Tahun 2025.

Tondano, Oktober 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA

C o
-
JOICE MARHAENSJE PUA, SE

PEMBINA Tkt.I, IV/Ib
NIP. 196601201986122001
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